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Yuni Lastantri Darmasningrum. 2015. Perlindungan Konsumen Terhadap 
Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Apakah Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum 
terhadap pengguna jasa kereta api. Selain itu juga Untuk mengetahui bentuk 
tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi kecelakaan yang 
merugikan penumpang. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan 
adalah data sekunder. Pada  penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 
penulis untuk mengumpulkan bahan hukum yaitu : Studi Kepustakaan (Library 
Research) dan cyber media. Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum 
terhadap penumpang kereta api. Beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan 
terhadap konsumen antara lain  Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) , Pasal  19  ayat  (1) , Pasal 
23, dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat  (2) Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999  
tentang Perlindungan  Konsumen. 
Bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi 
kecelakaan antara lain Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu 
lintas, Menangani korban kecelakaan, Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang 
antaran ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan 
sampai stasiun tujuan; Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota; Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan 
masyarakat, serta Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan 
 
 














Yuni Lastantri Darmasningrum. 2015. Consumer Protection Toward Passenger of 
Train As Public Transport Services Viewed From Law Number 8 of Year 1999 on 
Consumer Protection. Faculty of Law of Sebelas Maret Surakarta. 
 This research aims to determine: is the Law Number 8 of 1999 on Consumer 
Protection has been providing legal protection for rail service users, besides to find 
out a form of (PT.KAI) rail service providers’ responsibility toward an accident that 
harm the passengers. 
 This research is a normative law research that is prescriptive. The research 
is used case study approach. The types of data used is secondary data. The technique 
of collecting legal material used by the writer are library research and cyber media. 
In order to analize the data, the writer used descriptive qualitative method. 
 Based on this study showed that Law Number 8 of  1999 on Consumer 
Protection has been providing legal protection for railway passengers. Several 
articles govern consumer protection, for instance: Article 7, Article 8 paragraph (1), 
Article 19 paragraph (1), Article 23, and Article 62 paragraph (1) and (2) of Law 
Number 8 of 1999 on Consumer Protection. 
 The responsibility form of PT KAI toward the event of an accident, for 
instance: Taking action for smoothness and safety of traffic, Handling accident 
victims, Moving passengers, baggage and goods conduction to another train or other 
transportation modes to continue the journey to the purposed station; Reporting the 
accident to the Minister, the provincial, district / city governments; Announcing the 
accident to service users and the community, as well as minding victims’ insurance 
claims. 
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“Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh 




“Kenikmatan terbaik didalam hidup adalah melakukan apa yang orang katakan kamu 
tidak bisa lakukan.” 
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A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu 
pulau yang berjajar di sekitar garis khatulistiwa, terletak di antara dua benua 
(Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik). Letak geografis 
Indonesia yang sangat strategis tersebut ikut menentukan posisi dan peran 
Indoneisa dalam hubungan antar bangsa, oleh karena itu untuk mempelancar roda 
perekonomian, menjaga, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta 
mempelancar hubungan dengan negara lain, dibutuhkan sistem transportasi yang 
memadai. Dalam sistem transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong 
dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum 
berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-
hasilnya. 
Transportasi merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dan  strategis  
dalam memperlancar  roda  perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  
kesatuan  dan kesatuan  serta  mempengaruhi  semua  aspek  kehidupan  bangsa  
dan  negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin 
meningkatnya kebutuhan akan  jasa  angkutan  bagi mobilitas  orang  dari  dan  
ke  seluruh  pelosok  tanah  air bahkan dari dan ke luar negeri. Di samping itu, 
transportasi juga berperan sebagai penunjang,  pendorong dan  penggerak  bagi  
pertumbuhan  daerah  yang  berpotensi namun belum berkembang dalam 
peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. 
Pentingnya jasa transportasi ini dapat dilihat dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang 
dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran 
transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi 





aman, nyaman, cepat, teratur,dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua 
lapisan masyarakat. 
Pengangkutan merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan 
yang sedang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan adanya pengangkutan 
berarti memberikan nilai lebih pada suatu barang dan atau jasa. Barang dan atau 
jasa dari satu tempat akan lebih besar nilainya bila berada di tempat yang 
membutuhkan barang dan atau jasa tersebut (H.M.N. Purwosutjipto, 1995 : 1).  
Proses  pengangkutan  merupakan  gerakan  dari  tempat  asal  dari  mana 
kegiatan,  angkutan  dimulai  ke  tempat  tujuan,  ke  mana  kegiatan  
pengangkutan diakhiri.  Karena  kegiatan  pengangkutan  sebagai  kegiatan  
memindahkan  barang atau  orang,  maka  pengangkutan  menghasilkan  jasa-jasa  
angkutan  sebagai produksinya,  yang merupakan  jasa  dalam  angkutan  atau  
proses  angkutan  orang atau barang (Sutiono Usman Aji, 1990 : 120). Secara 
teoritis, perjanjian pengangkutan merupakan  suatu perikatan yang satu pihak 
menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari suatu tempat 
ke tempat lain sedangkan pihak lainnya, menyanggupi untuk membayar 
ongkosnya (R. Subekti, 1995 : 69). 
Peranan pengangkutan didalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab 
tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang 
yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai di tangan 
pedagang atau pengusaha hanya dengan jalan pengangkutan, dan seterusnya dari 
pedagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa 
pengangkutan. Pengangkutan di sini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang 
ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, 
pesawat udara dan lain-lain. 
Terkait dengan hal tersebut, dalam hukum pengangkutan, kewajiban 
pengangkut antara lain mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman, 
utuh dan selamat sampai di tempat tujuan, memberikan pelayanan yang baik, 
mengganti kerugian penumpang dalam hal adanya kerugian yang menimpa 





ditetapkan dan lain-lain. Sedangkan kewajiban penumpang adalah membayar 
ongkos pengangkutan yang besarnya telah ditentukan, menjaga barang-barang 
yang berada dibawah pengawasannya, melaporkan jenis-jenis barang yang 
dibawa terutama barang-barang yang berkategori berbahaya, mentaati ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan pengangkut yang berkenaan dengan pengangkutan. 
Hak dan kewajiban para pihak tersebut biasanya dituangkan dalam suatu 
dokumen perjanjian pengangkutan 
Alat transportasi  di Indonesia meliputi transportasi darat, laut, dan udara. 
Ketiga alat transportasi tersebut memang memegang peranan yang sangat penting 
dan saling mengisi dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun 
barang. Masalah pada masa kini adalah bagaimana cara memajukan transportasi 
yang dapat menghasilkan produk jasa angkutan yang aman, nyaman, murah, dan 
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut peningkatan 
kemakmuran masyarakat akan dirasa lebih meningkat, karena salah satu 
kebutuhannya dapat terpenuhi dengan baik. Masyarakat ingin terpenuhi 
kebutuhan produksi jasa angkutan dengan tarif yang rendah tapi dengan 
pelayanan bernilai tinggi. (Soegino Tjakranegara, 1995 : 2) 
Salah satu alat transportasi darat yang sangat digemari masyarakat 
Indonesia pada saat ini adalah kereta api. Kereta  api  adalah  salah  satu  sarana  
transportasi  yang  memiliki karakteristik  dan  keunggulan  khusus  terutama  
dalam  kemampuannya  untuk mengangkut  penumpang  secara massal,  hemat  
energi,  hemat  dalam  penggunaan ruang dan  tingkat pencemaran yang  rendah 
dibanding dengan sarana  transportasi yang lain seperti pesawat terbang, kapal 
laut, bus, dll. Kereta api mempunyai karakteristik khusus, yaitu : (Aan Setia, 
1999 : 1) 
1. Melekat pada jalurnya, hanya bisa beralih ke jalur lain jika ada wesel yang 
mengalihkannya. 
2. Jarak pengeremannya relatif jauh dibandingkan dengan jenis kendaraan 
lainnya terutama dengan jenis kendaraan jalan raya, sehingga setiap gerakan 





berurutan untuk itu dilengkapi oleh sinyal untuk membatasinya, untuk 
keamanan perjalanan kereta api mempergunakan sistem blok dimana tiap 
blok selalu dibatasi oleh suatu sinyal sehingga perjalanannya harus terencana 
dengan baik. 
3. Setiap blok hanya diijinkan dilewati satu kereta api dalam waktu bersamaan 
4. Memiliki jadwal yang pasti di tiap-tiap stasiun,stasiun pemberangkatan dan 
semua stasiun yang akan dilewatinya dan sampai stasiun tujuan akhir melalui 
diagram waktu ruang atau grafik perjalanan kereta api (GAPEKA) 
5. Produk jasa angkutannya bersifat massal 
6. Perjalanan kereta api umumnya tidak memerlukan berhenti dan jalan kembali 
berulang-ulang, kecuali untuk keperluan operasi kereta api (bersilang atau 
disusul) dan keperluan jasa angkutan 
Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk  memperlancar 
perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, 
nyaman, cepat  dan  lancar,  tepat,  tertib  dan  teratur,  efisien  serta menunjang  
pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan 
nasional. Keunggulan  dan  karakteristik  kereta  api  tersebut  dapat  
dimanfaatkan dalam  upaya  pengembangan  sistem  transportasi  secara  terpadu  
di  mana penyelenggaraannya  mulai  dari  perencanaan  dan  pembangunan,  
pengusahaan, pemeliharaan dan pengoperasiannya dapat diatur dengan sebaik-
baiknya sehingga terdapat  keterpaduan  dan  keserasian  serta  keseimbangan  
beban  antar  sarana transportasi yang mampu meningkatkan penyediaan  jasa 
angkutan bagi mobilitas orang secara aman, nyaman, cepat, tepat dan teratur 
dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat 
Kereta  api  juga  menjadi  solusi  beberapa  permasalahan  transportasi 
nasional seperti : Kondisi jalan raya yang mengalami banyak kerusakan., 
Kemacetan di jalan raya akibatlalu lintas yang semakin padat dan kenaikan harga 





Keunggulan yang dimiliki kereta api tersebut memberikan nilai lebih bagi 
masyarakat  Indonesia. Hal itulah yang menjadikan kereta api sebagai  angkutan 
yang paling banyak dicari oleh banyak orang. Seperti misalnya pada musim arus 
mudik dan arus balik lebaran, kereta api  menjadi pilihan utama ribuan pemudik 
dari kota-kota besar untuk kembali ke kampung halamannya. Keinginan 
masyarakat untuk menggunakan kereta api didorong pada murahnya harga tiket 
dan jadwal keberangkatan yang dianggap lebih memberikan kepastian kepada 
calon penumpangnya. Selain harga tiket yang cenderung murah, hal lain yang 
mendorong para pemudik memilih jasa angkutan darat kereta api adalah faktor 
kenyamanan dan keamanan, karena kereta api memiliki lintasan sendiri dan 
pengaturan perjalanan ketat disertai pemantau di setiap stasiun. 
Namun dalam kenyataanya sangat bertolak belakang dari apa yang 
masyarakat harapkan. Pelayanan yang diberikan PT KAI selaku Perusahaan milik 
Negara yang menaungi angkutan darat kereta api bisa dikatakan tidak sesuai 
harapan masyarakat selama ini. Hal ini ditujukan dengan adanya keluhan-keluhan 
dari konsumen selaku penumpang kereta api, Dengan kata lain, perlindungan 
konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 
terhadap hak-hak konsumen, menurut Shidarta (Shidarta , 2000 : 16) secara umum 
ada empat hak dasar konsumen, yaitu : 
1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety).  
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed).  
3. Hak untuk memilih (the right to choose).  
4. Hak untuk didengar (the right to be heard) 
Ada beberapa kasus yang dialami oleh konsumen terhadap pelayanan PT 
KAI dimana tidak terpenuhinya hak-hak yang  disebutkan di atas antara lain : 
kehilangan barang di dalam kereta api bahkan sampai kecelakaan kereta api. 
Kondisi dan keadaan kereta api yang demikian, sangat merugikan masyarakat 





kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk jasa 
angkutan kereta api. 
Menurut A.Z. Nasution menyatakan bahwa kasus kecelakaan kereta api 
masuk kategori sengketa konsumen. Nasution mengutip Pasal 19 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ayat (2) pasal 
tersebut menyatakan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang, jasa yang setara jenis atau nilainya, perawatan kesehatan, 
pemberian dan satunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Sehingga akan menimbulkan sengketa antara konsumen dengan pelaku 
usaha, dalam hal ini adalah PT KAI . Dalam kondisi dan keadaan kereta api yang 
demikian,  PT KAI  jelas-jelas tidak melaksanakan kewajibanya sebagai pelaku 
usaha, PT KAI bertentangan dengan Pasal 7 undang-undang Nomor 8 Tahun 
1999 adapun kewajiban pelaku usaha adalah:  
1. Beritikad baik dalam menjalankan usahanya 
2. Memberikan informasi yang benar,  jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan;  
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
4. Menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan   berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku; 
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan garansi atas barang yang 
dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau  penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 





7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan  tidak sesuai dengan 
perjanjian; 
Dengan melihat betapa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka penulis berminat 
meneliti yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul: 
“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENUMPANG JASA 
ANGKUTAN UMUM KERETA API DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN.” 
 
B. Perumusan Masalah 
Bertolak dari latar belakang masalah yang diutarakan di atas, maka 
permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa 
kereta api? 
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila 
terjadi kecelakaan yang merugikan konsumen kereta api? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai 






1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap 
pengguna jasa kereta api 
b. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT 
KAI) apabila terjadi kecelakaan yang merugikan penumpang. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memberikan pemahaman bagi penulis di bidang Hukum 
Administrasi Negara, mengenai hal perlindungan terhadap penumpang 
angkutan umum darat dan bentuk tanggung jawab dalam hal kerugian 
penumpang jasa angkutan darat; 
b. Untuk  menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang 
diperoleh penulis selama masa perkuliahan dalam penyusunan penulisan 
hukum serta memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar 
Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 
sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum nasional pada 
umumnya,  hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen 
pada khususnya; 
b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dalam rangka 





konsumen pada umumnya dan konsumen jasa angkutan darat pada 
khususnya 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi masyarakat, agar lebih menyadari akan hak-hak dan kewajibannya 
sebagai konsumen; 
b. Bagi penyedia jasa, agar lebih meningkatkan tanggung jawabnya dalam 
menyediakan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat; 
c. Bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk mengetahui bahkan meneliti 
lebih lanjut mengenai masalah ini. 
 
E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, 
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu 
hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Penelitian hukum 
dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena 
itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka know-how 
di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk mberikan preskripsi mengenai 
apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 41).  
Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian 
dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun fungsi metodologi dalam suatu 
penelitian adalah untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisis, 
dan memahami lingkungan yang dihadapinya (Ronny Hanitijo, 1990: 25).  
Metode penelitian yang digunakan penulis, adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum secara umum  dapat dikategorikan menjadi 
penelitian doktrinal (yuridis normatif)  dan penelitian non doktrinal (yuridis 
empiris). Penelitian ini  menggunakan penelitian hukum doktrinal atau 





yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-
asas hukum. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang penulis susun adalah termasuk penelitian yang 
bersifat preskriptif. Bahwa penelitian hukum ini dapat diartikan penelitian 
yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, 
konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data 
yang dinyatakan responden  secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya 
yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono 
Soekanto, 2001 : 250). Pendekatan kualitatif ini penulis gunakan karena 
beberapa pertimbangan, antara lain: 
a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan 
dengan kenyataan. 
b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak 
penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi 
4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data 
sekunder. Data Sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta yang 
diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan.  
Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam 
tingkatan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 
tersier (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010 : 42-43).  





Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-Undang 
dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan 
obyek penelitian, diantaranya: 
1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2) BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHPerdata;  
3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); Buku 1 Bab V 
bagian 2 dan 3 mulai dari  Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 Tentang 
Pengangkutan Darat, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 
520 Tentang Pengangkutan Barang dan Buku II Bab V B Pasal 521 
sampai Pasal 544a Tentang Pengangkutan Orang; 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen; 
6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan; 
7) Undang-Undang  No. 23, Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku Hukum Perdata, hukum 
Administrasi Negara, dan Jurnal Hukum yang ada hubungannya dengan 
materi dan obyek penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum pelengkap yang menunjang proses pengumpulan data, 
seperti kamus, artikel koran dan majalah, ensiklopedia dan browsing 
internet. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Pada  penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk 






a. Studi Kepustakaan (Library Research)  
Studi kepustakaan merupakan sumber utama yang digunakan 
penulis sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung. Dalam studi 
kepustakaan ini peneliti mengkaji dan mempelajari buku, arsip-arsip, dan 
dokumen maupun peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. 
b. Cyber Media 
Pengumpulan data melalui internet dengan cara melalui e-mail dan   
download berbagai artikel. 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif 
kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh 
dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat 
terhadap data yang diperoleh. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa 
yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini 
penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : 
BAB I :  PENDAHULUAN 
 Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan 
menguraikan Perlindungan Konsumen dalam Tata Hukum 





Jawab Penyedia Jasa Angkutan Sebagai Pelaku Usaha, Tinjauan 
tentang Perkeretaapian. Sedangkan dalam kerangka pemikiran 
penulis akan menampilkan bagan kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat hasil penelitian, yaitu : Apakah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
sudah mampu memberi pelindungan terhadap perlindungan hukum 
terhadap pengguna jasa kereta api. Bentuk tanggung jawab terhadap 
kerugian yang dialami penumpang apabila terjadi kecelakaan kereta 
api. 
BAB IV :  PENUTUP 















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen  
a. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen 
Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan 
konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-
asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat 
yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen 
adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 
pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di 
dalam pergaulan hidup. ( Shidarta, 2006 : 11 ) Namun, ada pula yang 
berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian 
dari hukum konsumen. Hal ini dapat kita lihat bahwa hukum 
konsumen memiliki skala yang lebih luas karena hukum konsumen 
meliputi berbagai aspek hukum yang didalamnya terdapat kepentingan 
pihak konsumen dan salah satu bagian dari hukum konsumen ini 
adalah aspek perlindungannya, misalnya bagaimana cara 
mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.      
( Shidarta, 2006 : 12 ). 
Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia 
memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan 
adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak 
konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan 
tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-





Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan 
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian 
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa 
perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang  diperkuat melalui 
undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak 
bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen 
( Happy Susanto, 2008 : 4 ). 
Tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan 
perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk 
meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak 
langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan 
usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. 
A. Zen Umar Purba mengemukakan kerangka umum tentang 
sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen yaitu sebagai 
berikut : ( Happy Susanto, 2008 : 4 ) 
1) Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha  
2) Konsumen mempunyai hak 
3) Pelaku usaha mempunyai kewajiban  
4) Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada 
pembangunan nasional  
5) Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat  
6) Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa  
7) Pemerintah perlu berperan aktif  
8) Masyarakat juga perlu berperan serta  
9) Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam 





10) Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap 
 
b. Sejarah Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Sebelum adanya UUPK, permasalahan hubungan konsumen 
dengan produsen barang dan atau jasa (pelaku usaha) didasarkan pada 
berbagai sumber hukum. Misalnya dari Pembukaan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:  
“…………Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia…..”  
Maksud perlindungan bagi segenap bangsa tersebut, tentulah 
bagi segenap bangsa tanpa kecuali, baik pengusaha maupun konsumen.  
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 juga menyiratkan hal setiap warga negara 
di dalam redaksi rumusannya yang berbunyi:  
“Penghidupan yg layak bagi kemanusiaan merupakan hak dasar bagi 
rakyat secara menyeluruh.”  
Jadi apabila kehidupan seseorang diganggu atau terganggu oleh 
pihak-pihak lain, maka alat negara akan turun tangan, baik diminta 
maupun tidak untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya 
gangguan tersebut. Masalah perlindungan konsumen sendiri mulai 
terdengar di indonesia pada tahun 1970-an, ditandai dengan berdirinya 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973. 
Pada awalnya YLKI berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap 
promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas 
desakan dari masyarakat, kegiatan promosi harus diimbangi dengan 
langkah-langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan 
kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan dari masyarakat 
untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah 





melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan 
cita-cita itu. (Gunawan Widjaya, 2001 ;15). 
Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam 
hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya 
berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, dyaa saing maupun 
tingkat pendidikan. Sebelum adanya UUPK, masalah-masalah yang 
menyangkut hubungan konsumen dengan produsen termasuk di 
dalamnya hak, kewajiban serta tanggung jawab masing-nasing pihak 
dapat ditemukan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). 
UUPK akhirnya dikeluarkan pada masa pemerintahan transisi 
Kabinet Reformasi B.J. habibie sehingga menempatkan perlindungan 
konsumen ke dalam koridor sistem hukum perlindungan knsumen 
yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Perlindungan 
konsumen sebagai suatu sistem hukum tercermin dari rumusan-
rumusan yang terdapat dalam UUPK antara lain sebagai berikut:  
UUPK dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi 
pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
untu melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan 
dan kemungkinan terbentuknya UU baru pada dasarnya memuat 
ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen. Dengan demikian, 
UU tentang perlindungan konsumen ini merupakan payung yang 
mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang 
perlindungan konsumen. (Yusuf Sofie, 2002 : 26-27). 
Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen 
memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat 
atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar 





c. Asas dan tujuan Perlindungan Konsumen 
Menurut  Satjipto  Rahardjo  yang  ditulis  dalam  buku  
karangan Rachmadi  Usman,  menyebutkan  asas  hukum  merupakan  
“jantung” peraturan hukum. Asas merupakan landasan paling luas bagi 
lahirnya suatu peraturan  hukum.  Peraturan-peraturan  hukum  itu  
pada  akhirnya dikembalikan  kepada  asas-asas  hukum  tersebut,  
kecuali  disebut  landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan 
bagi  lahirnya peraturan hukum atau merupakan  ratio  legis dari  suatu 
peraturan  hukum. Dengan demikian, dengan adanya asas hukum, 
hukum  itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan,  karena  asas  
itu  mengandung  nilai-nilai  dan  tuntutan  etis, 
Adapun Asas perlindungan konsumen antara lain : 
1) Asas  Manfaat;  mengamanatkan bahwa segala upaya  dalam 
penyelenggaraan  perlindungan  ini  harus  memberikan manfaat  
sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  
secara keseluruhan, 
2) Asas  Keadilan;  partisipasi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan  
secara maksimal dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  
dan  pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil,  
3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara  
kepentingan konsumen, pelaku  usaha,  dan  pemerintah dalam  arti  
materiil  ataupun spiritual,  
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan  
jaminan atas keamanan dan  keselamatan  kepada  konsumen  
dalarn  penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau  
jasa yang dikonsumsi atau digunakan;  
5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen 





penyelenggaraan  perlindungan konsumen, serta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Tujuan  dari  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  adalah  
melindungi  kepentingan  konsumen,  lebih lengkapnya  Pasal  3  
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 menyebutkan bahwa tujuan 
perlindungan konsumen adalah: 
1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri  
2) Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa  
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,  
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen  
4) Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  
unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  
untuk mendapatkan informasi  
5) Menumbuhkan  kesadaran pelaku  usaha  mengenai  pentingnya 
perlindungan  konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan 
bertanggung jawab dalam berusaha  
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
d. Konsumen dan Pelaku Usaha 
1) Konsumen 
Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen 
No. 8,  Tahun 1999, Pasal 1 angka (2) disebutkan Konsumen 
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 





orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 
Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 
consumer (Inggris-Amerika), atau consument/ Konsument 
(Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung 
dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata  consumer  
adalah (lawan dari produsen). Setiap orang yang menggunakan 
barang. 
Hondius (Pakar masalah Konsumen di Belanda) 
menyimpulkan, bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat 
mengartikan konsumen sebagai pemakai terakhir dari benda dan 
jasa. Jasa adalah “ setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh 
konsumen (Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000 : 18 ) 
John Mickelburgh memberikan pengertian konsumen yaitu 
a person to whom goods, services or credit are supplied or sought 
to be supplied by another in the course of a bussines carried on by 
him. (John Mickelburgh, 1979 : 3) 
Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), hak-hak konsumen 
adalah (Gunawan Widjaya, 2001 : 29) : 
a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan atau jasa; 
b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan 
barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;  
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 





d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan 
atau jasa yang digunakan; 
e) Hak untuk mendpaatkan advokasi perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau 
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 
lainnya. 
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan 
Konsumen, kewajiban konsumen adalah; 
a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatn barang atau jasa demi keamanan 
dan keselamatan; 
b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan atau jasa; 
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
2) Pelaku Usaha 
Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan 
Konsumen, UU No. 8,  Tahun 1999, Pasal 1 angka (3) disebutkan 
bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang atau perorangan atau 





badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik 
sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan  kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi 
Pengertian  tentang  pelaku  usaha  tersebut menjelaskan  
secara  luas  tentang  pihak sebagai  lawan  konsumen.  Adapun  
pelaku  usaha  tersebut  tidak  hanya  produsen yang  bersifat  
menghasilkan  barang  atau  jasa.  Pengertian  pelaku  usaha  juga 
termasuk  pihak  rekanan  dari  produsen  yang  terikat melalui  
perjanjian. Adapun rekanan  tersebut  berfungsi  untuk 
memasarkan  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan oleh  produsen,  
antara  lain  agen,  distributor,  serta  jaringan-jaringan  yang 
melaksanakan 
Hak pelaku usaha berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah : 
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau 
jasa yang diperdagangkan; 
b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikat tidak baik; 
c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaiakan hukum sengketa konsumen; 
d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apbila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 






Kewajiban pelaku usaha berdasarkan Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
adalah : 
a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif; 
d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku; 
e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi 
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang 
diperdagangkan; 
f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian  dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
2. Tinjauan Tentang Pengangkutan 
Pada kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan 
kata “transportasi”. Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis 
sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan 
perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu 





etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu  transportare,  
trans berarti seberang atau sebelah lain; dan  portare  berarti mengangkut 
atau membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau 
membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat 
lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan, 
guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke 
tempat lain lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai 
usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau 
penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya (Rustian Kamalludin, 
2003 : 14) 
Abdulkadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan sebagai 
proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat 
ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut  
mekanik yang diakui  dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang 
angkutan dan kemajuan teknologi (Abdulkadir Muhammad, 2007 : 1). 
Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki  tiga dimensi 
pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai 
perjanjian dan pengangkutan sebagai proses (Abdulkadir Muhamma, 1998 
: 12).  Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
a. Berdasarkan suatu perjanjian;  
b. Kegiatan ekonomi di bidang jasa;  
c. Berbentuk perusahaan;  
d. Menggunakan alat angkut mekanik. 
Sedangkan pendapat lain menyatakan  pengangkutan niaga adalah 
rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan/atau barang 
dari suatu tempat  pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan 
penumpang atau pembongkaran barang. Rangkaian kegiatan pemindahan 







a. Dalam arti luas, terdiri dari:  
1) Memuat penumpang dan/atau barang ke dalam alat pengangkut; 
2) Membawa penumpang dan/atau barang ke tempat tujuan ; 
3) Menurunkan penumpang atau membongkar barang-barang di 
tempat tujuan.  
b. Dalam arti sempit, meliputi kegiatan  membawa penumpang dan/atau 
barang dari stasiun/terminal/pelabuhan/bandar udara tempat tujuan.  
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut 
dan pengirim yang memposisikan pengangkut mengikatkan diri untuk 
menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat 
ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim 
mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (HMN. Purwosutjipto, 
2003 : 2). 
Selain definisi di atas ada yang menyatakan bahwa Pengangkutan 
adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun  orang-
orang, dengan adanya perpindahan tersebut maka mutlak diperlukannya 
untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi (Sution Usman 
Adji, 1991 : 1).   
Proses pengangkutan merupakan gerak dari tempat asal dari mana 
kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri 
(Muchtarudin Siregar, 1978: 5). Menurut Soegijatna Tjakranegara, 
pengangkutan adalah memindahkan barang atau  commodity of goods dan 
penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut 
menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang 
membutuhkan  untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya 
(Soegijatna Tjakranegara, 1995 : 1). 
Secara yuridis definisi atau pengertian pengangkutan pada 
umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di 





secara yuridis dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik 
antara pihak pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang 
atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan. 
Mengenai klasifikasi transportasi atau angkutan, transportasi atau 
pengangkutan dapat dikelompokan menurut macam atau moda atau 
jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang 
yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung,  dari sudut 
teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi 
transportasi sebagai berikut (Rustian Kamalludin, 2003 : 15-19) :  
a. Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:  
1) Angkutan penumpang (passanger);  
2) Angkutan barang (goods) 
3) Angkutan pos (mail).  
b. Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat 
dibagi menjadi;  
1) Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa;  
2) Angkutan antar kontinental: misalnya dari Prancis ke Swiss dan 
diseterusnya sampai ke Timur Tengah;  
3) Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau 
Sumatera;  
4) Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;  
5)  Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur;  
6) Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-
lain.  
c. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, Jika dilihat dari sudut teknis 





1) Angkutan jalan raya atau highway transportation (road 
transportation), seperti pengangkutan dengan menggunakan 
truk,bus dan sedan;  
2) Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu  angkutan kereta api, 
trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan 
pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam 
golongan yang disebut rail and road transportation atau land 
transportation (angkutan darat);  
3) Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), 
seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya;  
4) Pengangkutan pipa (pipe line transportation), seperti   transportasi 
untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah,bensin dan air 
minum;  
5) Pengangkutan laut atau samudera (ocean transportation), yaitu 
angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi 
samudera;  
6) Pengangkutan udara (transportation by air atau air 
transportation), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal 
terbang yang melalui jalan udara 
Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu 
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Di dalam Pasal 
140 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan disebutkan pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan 
Bermotor Umum terdiri dari: 
a. Angkutan  orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum dalam trayek; 
dan   






   Sementara itu, Pasal 142 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai jenis pelayanan 
angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:  
a. Angkutan lintas batas negara;  
b. Angkutan antarkota antarprovinsi;  
c. Angkutan antarkota dalam provinsi;  
d. Angkutan perkotaan; atau  
e. Angkutan perdesaan. 
Pasal 151 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan menguraikan mengenai pelayanan  angkutan  orang  
dengan  Kendaraan  Bermotor Umum  tidak  dalam  trayek  sebagaimana  
dimaksud  dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:  
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;  
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;  
c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan  
d. Angkutan orang di kawasan tertentu. 
3. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Angkutan Sebagai Pelaku Usaha 
Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang 
benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti 
tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak 
disadari akibatnya (Abdulkadir Muhammad, 2001 : 60). 
Di  bidang  angkutan  pada  umumnya, penumpang  terkendala  
pada  kesulitannya untuk membuktikan adanya kelalaian (kesalahan)  
pengangkut. Mengingat  secara phisik  seorang  penumpang  yang  berada 
dalam  alat  angkut,  tidaklah mudah mengetahui dan memahami 





terutama  pada  saat terjadinya  kecelakaan.  Selain  itu,  status sebagai 
penumpang  sangat berbeda dengan pengangkut  yang  merupakan  
operator  alat angkutan  Penumpang  sebagai konsumen  tidak  mengetahui  
duty  of  care yang  seharusnya  lebih  diketahui  dengan baik  oleh  
pengangkut  (sebagai  pelaku usaha). 
Apabila  pihak  pengangkut  menggunakan  argumentasi  bahwa  
kerugian penumpang  diakibatkan  oleh  suatu  peristiwa yang tidak dapat 
dicegah atau dihindari, maka  pihak  penumpang  akan  kesulitan untuk  
mematahkan  argumentasi  pengangkut tersebut. Berdasarkan  penjelasan  
di  atas,  dalam mewujudkan  dan  mengamankan  contractual  rights  
yang  dimiliki  penumpang,  setidaknya perlu dipertimbangkan untuk 
memberlakukan  prinsip  tanggung  jawab  tanpa kesalahan  no  fault  
liability  principle  (baik dalam  konteks  absolute  liability  ataupun strict  
liability).  Menurut  prinsip  ini  terjadinya kerugian penumpang dianggap  
sebagai  kelalaian  pihak  pengangkut,  sehingga unsur kesalahan  tidak 
perlu  lagi dibuktikan di  pengadilan.  Penumpang  hanya  perlu 
membuktikan adanya product defect (kecelakaan  angkutan)  tersebut,  
adanya  faktor kerugian  pada  dirinya,  dan  hubungan  di antara  
keduanya. (David Oughton  et  al,  1997:135) 
Sebelum dikeluarkannya UUPK, pengaturan tentang hak dan 
kewajiban para pihak di dalam perjanjian pengangkutan serta perlindungan 
hukum terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi 
suatu jasa pengangkutan tersebar dalam berbagai peraturan antara lain: 
a. Peraturan yang bersifat umum, yaitu: 
1) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); 
2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); 
3) KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). 
b. Peraruran yang bersifat khusus yaitu: Undang-Undang Nomor 14 





digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan. 
Pasal 1 butir 5 UUPK menjelaskan bahwa yg dimaksud dengan 
jasa adalah sebagai berikut: 
“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang 
disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.” 
Sebelum dikeluarkan UUPK, ketentuan-ketentuan bagi 
pengusahaan di bidang pengangkutan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Pasal 41 
UU Nomor 14 tahun 1992 disebutkan bahwa ketentuan bagi kegiatan 
pengusahaan dalam pengangkutan adalah: 
a. Usaha angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum, dapat 
dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia; 
b. Usaha  angkutan  orang  dan/atau  barang  dengan  kendaraan  umum  
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1), dilakukan berdasarkan izin.; 
c. Jenis, persyaratan, dan  tata cara untuk memperoleh  izin sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 
Sementara itu, UU Nomor 22 Tahun 2009 lebih memperbanyak 
pengaturan tentang memberikan standar pelayanan pengaturan orang yang 
tertuang dalam Pasal 141 antara lain: 
a. Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  memenuhi  standar pelayanan 
minimal yang meliputi:  
1) Keamanan;   
2) Keselamatan;  
3) Kenyamanan;    
4) Keterjangkauan;  






b. Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  
ditetapkan  berdasarkan    jenis  pelayanan  yang diberikan.  
Mengenai tanggung jawab penyedia jasa angkutan terhadap 
penumpang sebagai konsumen jasa mereka, UU Nomor 22 Tahun 2009 
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan tanggung jawab 
tersebut dalam berbagai pasal yaitu: 
a. Pasal 186: Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengangkut  orang 
dan/atau  barang  setelah  disepakati  perjanjian  angkutan dan/atau  
dilakukan  pembayaran  biaya  angkutan  oleh penumpang dan/atau 
pengirim barang. 
b. Pasal 187: Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengembalikan  
biaya angkutan  yang  telah  dibayar  oleh  Penumpang  dan/atau 
pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan. 
c. Pasal 188: Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian 
yang diderita  oleh  Penumpang  atau  pengirim  barang  karena  lalai 
dalam melaksanakan pelayanan angkutan. 
d. Pasal 189: Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengasuransikan 
tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. 
e. Pasal 191: Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung  jawab  atas 
kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang 
dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan. 
f. Pasal 192: 
1) Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung  jawab  atas kerugian  
yang  diderita  oleh  Penumpang  yang meninggal dunia  atau  luka  
akibat  penyelenggaraan  angkutan,  kecuali disebabkan oleh suatu 
kejadian yang tidak dapat dicegah  atau  dihindari  atau  karena  





2) Kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung 
berdasarkan  kerugian  yang  nyata-nyata  dialami  atau bagian 
biaya pelayanan.  
3) Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dimulai  
sejak  Penumpang  diangkut  dan  berakhir  di tempat tujuan yang 
disepakati.  
4) Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  barang  
bawaan  Penumpang,  kecuali  jika  Penumpang dapat 
membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 
atau kelalaian pengangkut. 
g. Pasal 193: 
1) Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung  jawab  atas kerugian  
yang  diderita  oleh  pengirim  barang  karena barang  musnah,  
hilang,  atau  rusak  akibat penyelenggaraan  angkutan,  kecuali  
terbukti  bahwa musnah, hilang,  atau  rusaknya  barang  
disebabkan  oleh suatu  kejadian  yang  tidak  dapat  dicegah  atau  
dihindari atau kesalahan pengirim.  
2) Kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dihitung 
berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.  
3) Tanggung  jawab  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dimulai 
sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan 
yang disepakati.  
4) Perusahaan  Angkutan  Umum  tidak  bertanggung  jawab jika 
kerugian disebabkan oleh   pencantuman keterangan yang  tidak  
sesuai  dengan  surat  muatan  angkutan barang. 
h. Pasal 194: 
1) Perusahaan  Angkutan  Umum  tidak  bertanggung  jawab atas 





dapat  membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  
kesalahan  Perusahaan Angkutan Umum.  
2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian  
pihak  ketiga  kepada  Perusahaan  Angkutan Umum  sebagaimana  
dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan  selambat-lambatnya  30  
(tiga  puluh)  hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. 
Shidarta mengungkapkan beberapa prinsip tanggung jawab 
(Shidarta, 2006 : 73-79) : 
a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan 
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault 
liability atau liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum 
berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Tercantum dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, 
dan Pasal 1367 KUHPerdata, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip 
ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 
dilakukannya. 
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim 
dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, 
mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: 
1) Adanya perbuatan; 
2) Adanya unsur kesalahan; 
3) Adanya kerugian yang diderita; 
4) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 
Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan 
dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan 







b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap 
bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat 
membuktikan bahwa ia tidak bersalah. 
Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability” adalah 
penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari 
tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah 
“mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan 
terjadinya kerugian (E. Suherman, 1979 : 21). 
Prinsip ini menekankan beban pembuktiannya ada pada si 
tergugat. Mengenai hal ini tampak beban pembuktian terbalik 
(omkering van bewijslast). Hal ini tentu bertentangan dengan asas 
hukum praduga tidak bersalah (presumption of innocence). Namun jika 
diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup 
relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk 
membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. 
Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak 
bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati 
mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu 
terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal 
menunjukkan kesalahan tergugat. 
c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab 
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip 
praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam 
lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.  
d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering 
diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (absolute 
liability). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan 





Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip 
tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang 
menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang 
memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada 
keadaan force majeure. Sebaliknya absolute liability adalah prinsip 
tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. 
Menurut E. Suherman, strict liability disamakan dengan 
absolute liability, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk 
membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang 
timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung 
jawab adalah mutlak (E. Suherman, 1979 : 23). 
Pada peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan 
prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin 
diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa 
angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun 
tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam 
perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang 
bersifat kebebasan berkontrak (Abdulkadir Muhammad, 1998 : 41). 
e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (Limitation of Liability 
Principle). 
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of 
liability principle) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk 
dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar 
yang dibuatnya.  
f. Prinsip Contractual Liability 
Pada contractual liability, hal terdapat perjanjian (privity of 
contract) antara pelaku usaha (barang atau jasa) dengan konsumen, 
maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada contractual 
liability yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak 





Mengenai hal ini terdapat larangan dalam Pasal 18 UUPK bagi 
pelaku usaha untuk membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian yaitu: 
1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 
2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan 
kembali barang yang dibeli konsumen. 
Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18 UUPK dapat 
dikenakan sanksi sebagai berikut: 
1) Sanksi perdata, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4). 
Pasal 18 ayat (3) UUPK berbunyi: 
“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada 
dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.” 
Sementara Pasal 18 ayat (4) UUPK berbunyi:  
“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 
bertentangan dengan undang-undang ini.” 
2) Sanksi pidana (Pasal 62 UUPK dan Pasal 63 UUPK). 
- Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, 
Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 
2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);  
- Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, 
Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 






- Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit 
berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana 
yang berlaku.  
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa: 
- Perampasan barang tertentu;  
- Pengumuman keputusan hakim;  
- Pembayaran ganti rugi;  
- Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan 
timbulnya kerugian konsumen;  
- Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  
- Pencabutan izin usaha. 
Selain berlaku ketentuan-ketentuan dari UUPK seperti 
diuraikan di atas karena perjanjian baku pada dasarnya adalah juga 
perjanjian, maka ketentuan di dalam buku III KUHPerdata masih tetap 
berlaku bagi perjanjian baku tersebut. Ketentuan-ketentuan di dalam 
buku III KUHPerdata yg penting antara lain: 
1) Ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian, Pasal 1320 
KUHPerdata; 
2) Ketentuan-ketentuan akibat breach of contract/non performance 
atau wanprestasi, Pasal 1234 KUHPerdata. 
i. Product Liabiltiy. 
Pada sistem hukum internasional, ketentuan mengenai 
dikemukanan dalam The 1973 Hague Convention on the Law 






“UUPK sendiri sebagai landasan hukum mengenai perlindungan 
konsumen menetapkan jketentuan bahwa dalam hal tidak terdapat hub 
perjanjian (no privity contract) antara pelaku usaha (produsen barang) 
dengan konsumen, maka tanggung jawab pelaku usaha didasarkan 
pada product liability yaitu tanggung jawab perdata secara langsung 
(strict liability) dari pelaku usaha atas kerugian yg dialami konsumen 
akibat mengkonsumni barang yang dihasilkannya 
4. Tinjauan Umum Perkeretaapian 
a. Sejarah Perkeretaapian di Indonesia 
Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan 
pencangkulan pertama pembangunan jalan KA didesa Kemijen Jum’at 
tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. 
L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh 
“Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg 
Maatschappij” (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari 
Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 
mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada Hari Sabtu, 10 
Agustus 1867. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia) 
Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA 
antara Kemijen – Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 
1870 dapat menghubungkan kota Semarang – Surakarta (110 Km), 
akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA 
didaerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang 
jalan rel antara 1864 – 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 
baru 25 km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 
km, tahun 1890 menjadi 1.427 km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 
km. 
Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di 





Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawasi juga telah dibangun 
jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar – Takalar, yang 
pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya 
Ujungpandang – Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di 
Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA 
Pontianak – Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di 
pulau Bali dan Lombok, juga pernah dilakukan studi pembangunan 
jalan KA. (http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia) 
Sampai dengan tahun 1939, panjang jalan KA di Indonesia 
mencapai 6.811 km. Tetapi, pada tahun 1950 panjangnya berkurang 
menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 km raib, yang diperkirakan karena 
dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk 
pembangunan jalan KA disana. 
Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan 
lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm dibeberapa 
lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa 
pendudukan Jepang (1942 – 1943) sepanjang 473 km, sedangkan jalan 
KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara 
Bayah – Cikara dan 220 km antara Muaro – Pekanbaru. Ironisnya, 
dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro – Pekanbaru 
diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang 
memperkerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. 
Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras 
arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran 
sepanjang Muaro – Pekanbaru.   
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 
17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam “Angkatan 
Moeda Kereta Api” (AMKA) mengambil alih kekuasaan 
perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah yang terjadi 





Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa 
mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada 
ditangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperkenankan lagi 
campur tangan dengan urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang 
melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api 
di Indonesia, serta dibentuknya “Djawatan Kereta Api Republik 
Indonesia” (DKARI). (http://www.bumn.go.id/keretaapi) 
Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara 
Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan 
Jawatan Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada 
tanggal 2 Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi 
Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 
1999 diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sampai 
sekarang. 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengoperasikan kereta 
api di wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Sumatera Selatan dan Lampung serta semua provinsi di Jawa. 
Jalur-jalur utama ini menghubungkan kota Medan dengan 
Rantauprapat, Padang dengan Pariaman, Bandar Lampung dengan 
Lubuklinggau dan Palembang, Jakarta dengan Surabaya melalui 
Semarang maupun Yogyakarta, dan Surabaya dan Malang dan 
Banyuwangi. 
Panjang keseluruhan jalur kereta api di Indonesia adalah 7583 
kilometer. Lebih dari 2500 kilometer jalur telah ditutup, sebagian 
besarnya adalah jalur cabang yang dianggap tidak menguntungkan bila 
tetap dipergunakan. Pada saat ini (2008) Departemen Perhubungan 
sedang melakukan pembangunan jalur ganda di Pulau Jawa, yang 
diharapkan akan selesai pada tahun 2025. Jalur yang sudah 
diselesaikan adalah Jakarta-Cirebon, Cikampek-Purwakarta, Kutoarjo-





Ujungnegoro. Pada saat ini jalur Semarang-Ujungnegoro, Kutoarjo-
Kroya dan Kroya-Prupuk sedang dikerjakan. 
(http://www.bumn.go.id/keretaapi) 
b. Sejarah Undang-Undang Perkeretaapian 
Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 
No. 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian.  Penerbitan  Undang-
Undang  ini  bertujuan  untuk  mengganti pengaturan  atas  transportasi  
kereta  api  di  Indonesia  yang  didasarkan  pada peraturan  
perkeretaapian  zaman  Belanda  sehingga  menjadi  tidak  lagi  
berlaku. Selain  itu di dalam Undang-Undang  ini  juga diatur 
keunggulan dan karakteristik perkeretaapian yang  perlu  dimanfaatkan  
dalam  upaya  pengembangan  sistem transportasi  secara  terpadu,  
dimana  penyelenggaraannya  mulai  dari  tahap perencanaan  dan  
pembangunan,  pengusahaan,  pemeliharaan,  dan pengoperasiannya  
perlu  diatur  dengan  sebaik-baiknya,  sehingga  terdapat keterpaduan  
dan  keserasian  serta  keseimbangan  beban  antar modal  transportasi 
yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan  penyediaan  jasa  
angkutan  bagi mobilitas  orang  serta  barang  secara  aman,  nyaman,  
cepat,  tepat,  teratur  dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli 
masyarakat. 
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  Pemerintah  
mengganti  Undang-Undang No.13  tahun  1992  dengan Undang-
Undang No.  23  tahun  2007. Alasan penggantian  Undang-Undang  
ini  berdasarkan  kondisi  perkeretaapian  nasional yang masih bersifat 
monopoli yang dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain 
kontribusi perkeretaapian  terhadap  transportasi nasional masih  
rendah, prasarana dan  sarana  belum  memadai,  jaringan  masih  
terbatas,  kemampuan  pembiayaan terbatas,  tingkat kecelakaan masih  





Disamping  itu,  dalam  Undang-Undang  No.  23  tahun  2007  
disebutkan bahwa  pemerintah  telah  membuka  kesempatan  bagi  
pihak  swasta  untuk  ikut mengembangkan  bisnis  perkeretaapian  di  
Indonesia.  Jadi  PT.  Kereta  Api (Persero)  harus  menyiapkan  diri  
agar  mampu  menghadapi  persaingan  bisnis kereta  api  di  Indonesia  
yang  sebelumnya  menjadi  hak  monopoli  mereka. Perusahaan  
tersebut  telah  melakukan  banyak  pembenahan  agar  tetap  eksis  di 
bisnis kereta api dan juga mampu memanfaatkan segala potensi yang 
dimiliki. 
Pelaksanaan  atas  Undang-Undang  No.  23  tahun  2007  
diatur  dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2009 tentang  
Penyelenggaraan Perkeretaapian.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah  
ini,  secara  garis besar memuat pengaturan  mengenai  tatanan  
perkeretaapian,  penyelenggaraan  prasarana perkeretaapian umum,  
penyelenggaraan  sarana  perkeretaapian  umum,  dan penyelenggaraan  
perkeretaapian khusus, sumber daya manusia perkeretaapian, 
perizinan,  pembinaan  perkeretaapian,  peran  serta  masyarakat,  serta  
sanksi administrasi. Dalam pengaturan mengenai tatanan  
perkeretaapian mengatur mengenai satu kesatuan sistem 
perkeretaapian dari rencana induk perkeretaapian. Pengaturan  
mengenai  penyelenggaraan  prasarana  perkeretaapian  meliputi 
persyaratan teknis pembangunan, persyaratan kelaikan pengoperasian, 
perawatan, dan  pengusahaan,  sedangkan  penyelenggaraan  sarana  
perkeretaapian  meliputi persyaratan  teknis  pengadaan,  persyaratan  
kelaikan  pengoperasian,  perawatan, dan pengusahaan. 
 
 
c. Definisi Perkeretaapian dan Kereta Api 
Dalam Undang-Undang  No. 23, Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 
disebutkan bahwa : 





Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiriatas prasarana, 
sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, 
dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 
Pasal 1 butir 2 
Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik 
berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian 
lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait 
dengan perjalanan kereta api 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) (disingkat KAI atau PT 
KAI) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang 
menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) meliputi angkutan penumpang dan barang. Pada 
akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi UU No. 13/1992 yang 
menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi 
kesempatan untuk mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. 
Pada tanggal 14 Agustus 2008 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
melakukan pemisahan Divisi Jabotabek menjadi PT Kereta Api 
Commuter Jabotabek (KCJ) untuk mengelola kereta api penglaju di 
daerah Jakarta dan sekitarnya. selama tahun 2008 jumlah penumpang 
melebihi 197 juta. Pemberlakuan Undang-Undang Perkeretaapian No. 
23 tahun 2007 secara hukum mengakhiri monopoli PT Kereta Api 
Indonesia (Persero) dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia 
(id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_Indonesia) 
d. Asas Perkeretaapian 
Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 
Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian disebutkan bahwa Perkeretaapian 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional 
diselenggarakan berdasarkan: 
1) Asas manfaat; 
Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa 
perkeretaapian harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-





kesejahteraan rakyat, dan pengembangan kehidupan yang 
berkesinambungan bagi warga negara 
2) Asas keadilan; 
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa 
perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap 
lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi 
kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua 
pihak yang terlibat dalam perkeretaapian 
3) Asas keseimbangan; 
Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa 
perkeretaapian harus diselenggarakan atas dasar keseimbangan 
antara sarana dan prasarana, kepentingan pengguna jasa dan 
penyelenggara, kebutuhan dan ketersediaan, kepentingan individu 
dan masyarakat, antardaerah dan antarwilayah, serta antara 
kepentingan nasional dan internasional 
4) Asas kepentingan umum; 
Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa 
perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat 
luas daripada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan 
memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan 
ketertiban 
5) Asas keterpaduan; 
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa 
perkeretaapian harus merupakan satu kesatuan sistem dan 
perencanaan yang utuh, terpadu, dan terintegrasi serta saling 
menunjang, baik antar hierarki tatanan perkeretaapian, intramoda 
maupun antarmoda transportasi 





Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa 
penyelenggaraan perkeretaapian harus berlandaskan kepercayaan 
diri, kemampuan   dan potensi produksi dalam negeri, serta sumber 
daya manusia dengan daya inovasi dan kreativitas yang bersendi 
pada kedaulatan, martabat, dan kepribadian bangsa 
7) Asas transparansi; 
Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa 
penyelenggaraan perkeretaapian harus memberi ruang kepada 
masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, 
dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan 
berpartisipasi bagi kemajuan perkeretaapian 
8) Asas akuntabilitas; 
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa 
penyelenggaraan perkeretaapian harus didasarkan pada kinerja 
yang terukur, dapat dievaluasi, dan dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat 
9) Asas berkelanjutan 
Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa 
penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara 
berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti 
kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk 
menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. 
e. Penumpang Kereta Api 
Penumpang adalah seseorang yang hanya menumpang, baik itu 
pesawat, kereta api, bus, maupun jenis transportasi lainnya, tetapi tidak 






Sedangkan dalam Undang-Undang Perkeretaapian No. 23 
tahun 2007 tentang Perkeretaapiandisebutkan bahwa Penumpang 
kereta apti atau Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan 
hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk 
angkutan orang maupun barang. 
f. Jenis-Jenis Kereta Api di Indonesia 
Dilihat dari segi pelayanan, ada tiga kelas layanan pada KA 
penumpang, yakni Kelas Eksekutif (gerbongnya diberi kode K1), 
Kelas Bisnis (kode K2), serta Kelas Ekonomi (kode K3). 
(http://www.kaorinusantara.or.id). 
1) Kelas Eksekutif 
Untuk KA yang melayani kelas eksekutif ada beberapa 
jenis, yakni Kereta Api Argo, KA Eksekutif Satwa, dan KA 
Campuran Eksekutif Bisnis (Ekbis). KA kelas eksekutif melayani 
pemerjalanan jarak jauh. 
KA Argo merupakan brand unggulan PT. KAI dengan 
mengambil nama-nama gunung yang identik dengan daerah yang 
dilayani. PT. KAI meluncurkan produk argo sebagai jawaban atas 
tuntutan masyarakat kalangan menengah ke atas yang 
menginginkan layanan KA yang berkualitas prima meskipun harus 
dibayar dengan tarif yang mahal. Produk argo yang pertama kali 
diluncurkan adalah KA Argo Bromo pada tahun 31 Juli 1995. KA 
argo yang ada saat ini antara lain KA Argo Bromo Anggrek 
(Jakarta-Surabaya), KA Argo Jati (Jakarta-Cirebon), KA Argo 
Muria dan KA Argo Sindoro (Jakarta-Semarang), KA Argo Lawu 
dan KA Argo Dwipangga (Jakarta-Solo), dan KA Argo Wilis 






Sedangkan KA Eksekutif Satwa tidak berbeda dengan KA 
argo, hanya berbeda soal nama saja yang menggunakan nama-
nama satwa seperti Sembrani, Rajawali, Taksaka, maupun 
Turangga. KA argo dan eksekutif satwa merupakan KA dengan 
tarif paling mahal, sepadan dengan fasilitas layanan dan kecepatan 
waktu tempuhnya. Di dalam gerbong eksekutif telah menggunakan 
AC, ada televisi kabel, colokan listrik dan bagasi khusus. Untuk 
pemakaian jalur rel, KA kelas eksekutif paling diprioritaskan 
sehingga paling cepat. KA eksekutif satwa yang ada saat ini antara 
lain KA Sembrani dan KA Bima (Jakarta-Surabaya), KA Taksaka 
(Jakarta-Jogja), KA Rajawali (Semarang-Surabaya), KA Harina 
(Bandung-Semarang), KA Turangga (Bandung-Surabaya), dan KA 
Bangunkarta Eksekutif (Jakarta-Jombang). 
Sementara KA Campuran Eksekutif Bisnis berarti dalam 
satu rangkaian KA terdiri atas gerbong eksekutif dan gerbong 
bisnis. KA campuran eksbis memang sengaja dibuat untuk 
mengakomodasi selera dan kemampuan kantong penumpang 
sehingga leluasa untuk memilih naik kelas eksekutif atau bisnis 
dengan waktu tempuh yang sama. KA campuran eksbis yang 
beroperasi di Pulau Jawa antara lain KA Cirebon Ekspress 
(Jakarta-Cirebon), KA Parahyangan (Jakarta-Bandung), KA 
Purwojaya (Jakarta-Purwokerto), KA Sawunggalih (Jakarta-
Kutoarjo), KA Gumarang (Jakarta-Surabaya), KA Lodaya 
(Bandung-Solo), KA Sancaka (Jogja-Surabaya), dan KA Mutiara 
Timur (Surabaya-Banyuwangi). Sedangkan di Pulau Sumatera ada 
KA Sri Bilah (Medan-Rantauprapat), KA Sriwijaya 








2) Kelas Bisnis 
KA kelas bisnis ditawarkan bagi penumpang kelas 
menengah yang menginginkan kenyamanan, kebersihan, dan 
kecepatan waktu tempuh yang lebih baik dari KA kelas ekonomi, 
tetapi dengan harga yang terjangkau. Dilihat dari segi tarif, rata-
rata tarif bisnis hanya 50% atau setengah dari tarif kelas eksekutif. 
Memang harga yang sepadan dengan kualitas layanan yang 
disediakan, karena gerbongnya hanya dilengkapi kipas angin, 
jendela yang bisa terbuka, serta tidak ada televisi kabel dan 
colokan listrik. Untuk waktu tempuh rata-rata lebih lama 2-3 jam 
dibanding KA kelas eksekutif. 
Rangkaian KA kelas bisnis ini ada dua, yakni rangkaian 
KA dengan gerbong kelas bisnis semua, dan ada juga yang 
dicampur dengan gerbong kelas eksekutif menjadi KA campuran 
ekbis seperti yang telah saya sebutkan di atas. KA bisnis juga 
merupakan kereta dengan jarak pemerjalanan yang jauh (KA jarak 
jauh). KA bisnis yang masih beroperasi di Pulau Jawa antara lain 
KA Fajar dan Senja Utama Semarang (Jakarta-Semarang), KA 
Fajar dan Senja Utama Jogja (Jakarta-Jogja), KA Senja Utama 
Solo (Jakarta-Solo), KA Bangunkarta Bisnis (Jakarta-Jombang), 
KA Senja Kediri (Jakarta-Kediri), dan KA Mutiara Selatan 
(Bandung-Surabaya). (http://www.kaorinusantara.or.id) 
3) Kelas Ekonomi 
KA yang paling laris dan hampir selalu penuh bahkan 
overload pada weekend maupun hari libur. Karena tarifnya yang 
benar-benar miring, apalagi yang belum pernah naik KA ekonomi 
sebelumnya. Jika dibandingkan tarif-tarif KA koridor Jakarta-Solo, 
tarif KA Argo Lawu Rp250.000-300.000 (fluktuatif), KA Senja 
Solo bisnis Rp130.000, dan KA Senja Bengawan ekonomi hanya 





ekonomi sekalipun. Karena KA ekonomi merupakan pelaksanaan 
amanat dari pemerintah (dalam hal ini Kemenhub RI) kepada PT. 
KA untuk menyelenggarakan jasa transportasi massal yang 
terjangkau. Tiap tahunnya Kemenhub mengucurkan subsidi kepada 
PT. KA, yang dikenal dengan istilah Public Service Obligation 
(PSO) untuk operasional kereta ekonomi ini. Tahun 2009 lalu, 
realisasi subsidi PSO mencapai angka 648 miliar, dan tahun 2010 
ini PSO dianggarkan sebesar 670 miliar.    
(http://www.kaorinusantara.or.id) 
g. Tanggung Jawab Penyelenggara Perkeretaapian 
1) Tanggung jawab terhadap penumpang yang diangkut 
Penyelenggara sarana Perkeretaapian bertanggung jawab 
pada pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau 
meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian kereta api 
dan sebagaimana yang dimaksud wajib dipenuhi oleh 
penyelenggara sarana perkeretapian paling lama 30 hari sejak 
kejadian Tanggung jawab tersebut dimulai sejak pengguna jasa 
diangkut dari stasiun asal sampai pada stasiun tujuan yang 
disepakati. Tanggung jawab tersebut dihitung berdasarkan kerugian 
yang nyata dialami. Akan tetapi, penyelenggara sarana 
Perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka-luka 
atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh 
pengoperasian pengangkutan kereta api 
Penyelenggara sarana Perkeretaapian tidak bertanggung 
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang 
disebkan oleh pengoperasian pengangkutan kereta api, kecuali jika 
pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh 
pihak penyelenggara sarana Perkeretaapian sebagai pengangkut. 
Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian 





disampaikan selambat-lambatnya 30 hari tehitung mulai tanggal 
terjadinya kerugian. 
2) Tanggung jawab terhadap barang 
Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggungjawab 
atas kerugian yang diderita oleh pengirim karena barang hilang, 
rusak, atau musnah yang disebabkan pengoperasikanpengangkutan 
kereta api. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak barang diterima 
oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan 
diserahkannya barang kepada penerima. Kerugian dihitung 
berdasarkan kerugian nyata dialami, tidak termasuk keuntungan 
yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah diunakan. Akan 
tetapi penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung 
jawab atas kerugian yang disebabkan oleh keterangan yang tidak 
































Bagan Kerangka Pemikiran 
 
Keterangan : 
Berdasarkan keterangan bagan dari kerangka pemikiran diatas, 
merupakan alur pemikiran penulis dalam menemukan permasalahan yang 
akan diteliti. Pengguna Jasa kereta Api merupakan konsumen yang harus 
dilindungi. Ketentuan mengenai pengguna jasa kereta api sebagai 
konsumen diatur dalam UU No.  8  tahun  1999  tentang Perlindungan 
Konsumen dan UU Nomor  23  Tahun  2007 Tentang Perkeretaapian.   
Permasalahan dimulai dari timbulnya persengketaan diantara 
konsumen dengan penyedia jasa angkutan darat dalam hal ini kereta api, 
dikarenakan seringnya konsumen mengalami kerugian dalam pelayanan 























terjadinya kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan tentu saja banyak 
kerugian yang diderita oleh konsumen.  Maka dari itu penulis tertarik 
untuk mengkaji mengenai permasalahan ini, baik mengenai perlindungan 
hukum yang seharusnya didapatkan oleh konsumen dan tanggung jawab 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
a. Penyelenggaraan Pengangkutan Oleh PT. Kereta Api Indonesia 
(Persero) 
Pengangkutan merupakan salah satu bagian yang tidak  
terpisahkan  dari rangkaian  sistem  perekonomian.  Perekonomian  tidak  
akan  berjalan secara maksimal  tanpa  didukung  oleh  sektor  
pengangkutan  (transportation)  yang  kuat. Demikian  pula  dengan  
sektor  angkutan  darat  yang  terdiri  dari  dua  jenis  yaitu angkutan  
jalan  raya untuk  truk dan  bus dan angkutan  jalan  rel untuk kereta api. 
Khusus  untuk  pengangkutan  kereta  api  di  Indonesia  sampai  saat  ini 
diselenggarakan dan dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah melalui PT. 
Kereta Api Indonesia 
Menurut Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian bahwa Perkeretaapian diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan atau barang 
secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, 
tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, 
stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional. Selamat, 
berarti perjalanan kereta api terhindar dari  kecelakaan akibat faktor 
internal. Aman, berarti perjalanan kereta api terhindar dari kecelakaan 
akibat faktor eksternal, baik berupa gangguan alam maupun manusia. 
Nyaman adalah terwujudnya ketenangan dan ketentraman bagi 
penumpang selama perjalanan kereta api. Cepat dan lancar adalah 
perjalanan kereta api dengan waktu yang singkat dan tanpa gangguan. 





yang ditetapkan. Tertib dan teratur adalah terlaksananya perjalanan 
kereta api sesuai dengan jadwal dan peraturan perjalanan. Efisien 
maksudnya penyelenggaraan perkeretaapian yang mampu memberikan 
manfaat yang maksimal. 
Penyelenggaraan perkeretaapian telah menunjukkan peningkatan 
peran yang penting dalam menunjang dan mendorong kegiatan 
perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, memperlancar 
kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, 
serta meningkatkan hubungan antar bangsa. 
Penyelenggaraan  angkutan  kereta  api  untuk  beberapa  daerah  
tertentu  di Indonesia  memang  kurang  populer  bahkan  ada  daerah-
daerah  yang  tidak mempunyai  jenis  transportasi  dengan  moda  kereta  
api.  Tetapi  bagi  kita  yang bertempat  tinggal  di  pulau  Jawa angkutan  
kereta  api merupakan    salah  satu  jenis moda  transportasi  yang  sangat 
banyak peminatnya mengingat armada kereta api  ini memiliki 
keistimewaan  jika dibandingkan  dengan  truk  atau  bus  bahkan  
pesawat,  yaitu  kereta  api  dapat mengangkut  penumpang  dan  atau  
barang  dalam  jumlah  yang  besar  secara sekaligus dalam  satu kali  
perjalanan dengan  biaya angkutan  (charges, expenses) yang  lebih  
murah  daripada  moda  transportasi  lainnya.  Meskipun  tetap  ada 
kelemahannya,  yaitu  dalam  daya  jangkau  lokasi  atau  tempat  tujuan  
yang diinginkan  hanya  terbatas  pada  tempat-tempat  yang  telah  
ditentukan,  hal  ini disebabkan karena keterbatasan dalam prasarana  
(infrastructure) angkutan kereta api  diantaranya  keterbatasan  dalam  
jalur  rel  kereta  api,  stasiun  dan  fasilitas operasi kereta api. 
Penyelenggaraan  angkutan  kereta  api  pada  dasarnya  sama  
dengan penyelenggaraan  angkutan  jenis  yang  lain,  yang  diawali  
dengan  adanya  suatu perjanjian  pengangkutan  antara  penumpang  dan  
atau  pengirim  barang  dengan pihak  PT.  KAI.  Para  pihak  dalam  
perjanjian  pengangkutan  masing-masing mempunyai hak  dan  





harus  memenuhi  syarat-syarat  sah  suatu  perjanjian  sebagaimana  
diatur dalam Pasal  1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
(selanjutnya  disingkat KUH Perdata) dan syarat-syarat khusus yang 
ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian dimana Undang-Undang  ini  merupakan  peraturan  
yang  baru  dikeluarkan  oleh pemerintah dengan  tujuan untuk 
pembenahan dan penyempurnaan dari peraturan yang berlaku 
sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang 
Perkeretaapian. 
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
perkeretaapian, peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkeretaapian 
dititikberatkan pada pembinaan yang meliputi penentuan kebijakan, 
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dengan mengikutsertakan 
peran masyarakat sehingga penyelenggaraan perkeretaapian dapat 
terlaksana secara efisien, efektif, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Perkeretaapian menurut  fungsinya  terdiri  dari  perkeretaapian  
umum dan perkeretaapian khusus. Perkeretaapian umum adalah  
perkeretaapian yang digunakan untuk  melayani  angkutan  orang  
dan/atau barang dengan  dipungut bayaran, yang terdiri dari 
perkeretaapian perkotaan dan perkeretaapian antar kota, sedangkan 
perkeretaapian khusus adalah kereta api yang digunakan secara khusus 
oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha 
tersebut.   
Penyelenggaraan perkeretaapian diatur dalam Pasal 17 sampai 
dengan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian. Dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa penyelenggaraan 
pengangkutan dengan kereta api berupa penyelenggaraan prasarana 






Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang 
menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Prasarana perkeretaapian 
adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api 
agar kereta api dapat dioperasikan. 
Setiap  sarana  dan  prasarana  perkeretaapian  umum  yang  
dioperasikan  harus memenuhi  standar  kelaikan  operasi  dan  
memenuhi  persyaratan  keselamatan sebagaimana  diatur  dalam Pasal  
20  dan Pasal  27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian. Yang  dimaksud dengan memenuhi persyaratan kelaikan 
adalah kondisi prasarana siap operasi dan secara  teknis  aman  untuk  
dioperasikan.  Untuk  menjamin  kelaikan  prasarana perkeretaapian, 
wajib  dilakukan  pemeriksaan  dan  pengujian  untuk  pertama  kali 
dioperasikan dan pengujian secara berkala oleh Pemerintah dan dapat 
dilimpahkan kepada  badan  hukum  atau  lembaga  yang  mendapat  
akreditasi  dari  Pemerintah. Prasarana  yang  telah  lulus  dari  pengujian  
akan  diberikan  sertifikat  kelaikan operasi. 
Penyelenggara  Prasarana  Perkeretaapian  yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan 
operasi prasarana perkeretaapian dapat dikenai ketentuan pidana. Hal ini 
diatur dalam ketentuan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2007 Tentang Perkeretaaapian 
Pasal 187   
(1). Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian yang mengoperasikan 
Prasarana Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar 
kelaikan operasi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan 
kerugian bagi  harta benda atau barang,  dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana 
denda paling banyak   Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan luka berat bagi orang, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak 





(3). Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud padaayat (1) 
mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
 
Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum meliputi 
kegiatan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan 
prasarana, dan pengusahaan prasarana. Dalam hal ini, penyelenggara 
prasarana perkeretaapian wajib memiliki izin usaha,  izin pembangunan, 
dan izin operasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian. Apabila hal ini tidak dipenuhi, 
maka penyelenggara prasarana perkeretaapian dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang 
mengusahakan sarana perkeretaapian umum. Sarana perkeretaapian 
adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Penyelenggaraan 
sarana perkeretaapian umum meliputi kegiatan pengadaan sarana, 
pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan saran. Dalam 
pengadaan sarana perkeretaapian umum wajib memenuhi persyaratan 
teknis sarana perkeretaapian. Pengoperasian sarana perkeretaapian umum 
wajib memenuhi standar kelaikan operasi sarana perkeretaapian, jika hal 
ini tidak dipenuhi, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat dikenai 
sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan izin, dan 
pencabutan izin operasi.  
Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melakukan  perawatan  
atas sarana perkeretaapian agar tetap layak operasi.  Perawatan sarana 
perkeretaapian umum wajib memenuhi standar perawatan sarana 
perkeretaapian dan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi persyaratan 
dan kualifikasi keahlian dibidang sarana perkeretaapian. Sedangkan 
pengusahaan sarana perkeretaapian umum, wajib dilakukan berdasarkan 





Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib  dilakukan  oleh  
Awak  Sarana Perkeretaapian yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi  
kecakapan  yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  kecakapan  setelah lulus 
pendidikan dan pelatihan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 116 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian. 
Pasal 116 
(1). Pengoperasian sarana perkeretaapian wajib dilakukan oleh awak 
yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi kecakapan yang 
dibuktikan dengan sertifikat kecakapan. 
(2). Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah lulus mengikuti 
pendidikan dan pelatihan 
 
Penyelenggara sarana perkeretaapian yang mengoperasikan 
sarana perkeretaapian umum tidak memenuhi standar kelaikan operasi 
sarana perkeretaapian, yang mengakibatkan kecelakaan kereta api dan 
kerugian bagi harta benda atau barang dapat dipidana. Ketentuan 
mengenai pemidanaan dini diatur dalam Pasal 189 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian. 
Pasal 189 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan Sarana 
Perkeretaapian umum yang tidak memenuhi standar kelaikan operasi 
sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang 
mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi  harta benda 
atau barang,  dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) 
tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Perkeretaapian  dikuasai  oleh  negara  dan  pembinaannya  
dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan  angkutan  kereta  api  
dilakukan dengan suatu perjanjian  pengangkutan  antara  pihak  
pengangkut  dengan  penumpang  dan  atau pengirim  barang,  oleh  
karena  itu  perjanjian  pengangkutan  kereta  api  dibedakan atas  dua  






PT. KAI menerbitkan  dokumen  angkutan  berupa  karcis  
penumpang dan surat muatan barang. Karcis penumpang berfungsi 
sebagai  tanda bukti  terjadinya perjanjian  pengangkutan  penumpang,  
ketentuan  ini  diatur  dalam  Pasal  132  Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian, sedangkan surat muatan berfungsi 
sebagai tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang 
Pasal 132 
(1). Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang 
yang telah memiliki karcis. 
(2). Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan 
sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. 
(3). Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda 
bukti terjadinya perjanjian angkutan orang. 
 
Dalam  penyelenggaraan  pengangkutan  PT.  KAI  menyediakan  
beberapa jenis  pelayanan,  diantaranya  kelas  ekonomi,  kelas  bisnis  
dan  kelas  eksekutif. Setiap  keberangkatan  disediakan  8  sampai  9  
gerbong  penumpang  dengan kapasitas muatan 80 sampai 100 orang 
penumpang pada setiap gerbongnya. Biaya atau  tarif angkutan yang 
dikenakan kepada  penumpang  berbeda  untuk  setiap kelas.  Tarif  
angkutan  penumpang ditetapkan oleh Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Pedoman penetapan tarif angkutan dilakukan berdasarkan perhitungan 
modal, biaya operasi dan keuntungan, ketentuan ini terdapat pada Pasal 
151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian. 
b. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang selaku Konsumen 
Pengguna Jasa Kereta Api berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Hak-hak pengguna jasa kereta api berdasarkan Undang-Undang 
Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 





2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan 
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut 
6) Hak Untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 
7) Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif 
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan 
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
Hak konsumen sebenarnya sangat banyak dan bisa terus 
bertambah seiring  dengan  kebutuhan  konsumen.  Ketentuan  ini  dapat  
membuka peluang  bagi  pemerintah  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  
konsumen yang  tidak  diatur  pada  ketentuan  diatas  dalam  peraturan  
perundang-undangan lain. Aspek  perlindungan  konsumen  dalam  
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  
Konsumen  tidak  hanya  diatur  melalui  hak-hak konsumen. Terdapat 
beberapa ketentuan pasal lain yang mengaturnya, antara lain : 
1) Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  
Perlindungan  Konsumen yang memuat kewajiban pelaku usaha, 
yaitu: 
a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  
b) Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur mengenai  
kondisi dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  





c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak  diskriminatif; 
d) menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  
dan/atau  diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar mutu 
barang dan/atau jasa yang berlaku; 
e) Memberi  kesempatan  kepada  konsumen untuk menguji,  
dan/atau mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  
memberi  jaminan dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat  
dan/atau  yang diperdagangkan;   
f) Memberi  kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;  
g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau  dimanfaatkan  tidak  
sesuai  dengan perjanjian. 
Kewajiban  pelaku  usaha  yang  diatur  dalam  Undang-
Undang Perlindungan  Konsumen  merupakan  batasan  bagi  pelaku  
usaha  dalam menyelenggarakan usahanya sehingga tidak merugikan 
konsumen. 
2) Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  
tentang  Perlindungan  Konsumen yang mengatur larangan bagi 
pelaku usaha untuk memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  
barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak  sesuai  dengan 
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Standar kelayakan perkeretaapian merupakan  salah  satu  
indikator untuk menentukan  apakah  kereta api  tersebut  layak  atau 
tidak layak untuk dioperasikan dengan memperhatikan  sarana  dan  






3) Pasal  19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1999  tentang 
Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang  tanggung  jawab  
pelaku  usaha untuk  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi  
barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
Konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku  usaha  
atas kerugian yang  dialaminya dalam menggunakan Kereta Api. 
Ganti kerugian tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau  
penggantian barang dan/atau jasa  yang  sejenis atau  setara  nilainya, 
santunan yang sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan  yang  berlaku.  
Pemberian ganti  rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7  
(tujuh) hari setelah  tanggal  transaksi. Pemberian ganti  rugi tersebut 
tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana 
berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur 
kesalahan. Akan tetapi, ketentuan ini  tidak berlaku  apabila  pelaku  
usaha  dapat  membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen. 
Kerugian yang dialami konsumen pengguna jasa Kereta Api 
dapat disebabkan oleh keterlambatan kedatangan Kereta Api, 
pembatalan jadwal, kecelakaan kereta sehingga penumpang 
mengalami luka  atau bahkan kehilangan  nyawa.  Ganti  kerugian  
yang  dapat dimintakan  oleh  konsumen  terkait dengan kerugian 
yang dialaminya adalah pengembalian uang, atau penggantian 
barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau santunan 
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika 








4) Pasal 23 mengatur tentang gugatan kepada pelaku usaha yang 
menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau  tidak 
memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana  
dimaksud  dalam  Pasal  19  ayat (1),ayat  (2), ayat  (3), dan ayat  (4) 
melalui badan penyelesaian  sengketa konsumen  atau  mengajukan  
ke  badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen 
Apabila PT. KAI menolak  dan/atau  tidak memberi  
tanggapan  dan/atau tidak memenuhi tuntutan ganti  kerugian 
konsumen  pengguna jasa kereta api dalam  hal  konsumen  
mengalami kerugian akibat kesalahan dari PT. KAI, maka konsumen 
dapat menggugat pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa 
konsumen atau mengajukan  ke  badan  peradilan  di  tempat 
kedudukan konsumen. 
5) Pasal 62  ayat  (1) yang mengatur  sanksi pidana bagi pelaku usaha 
yang  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8,  
Pasal  9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf 
a, huruf b, huruf c, huruf e,  ayat  (2) dan Pasal 18 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama  5  (lima)  tahun  atau  pidana  denda  
paling  banyak  Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). 
Pasal 62 ayat  (2) yang mengatur  sanksi pidana bagi pelaku 
usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat  (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat  
(1) huruf d dan  huruf  f  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  
lama  2  (dua)  tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp  
500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah). 
6) Pasal 63 yang mengatur penjatuhan hukuman  tambahan  terhadap 
sanksi pidana yang telah dijatuhkan, yakni: 
a) Perampasan barang tertentu;  
b) Pengumuman keputusan hakim;  





d) Perintah penghentian kegiatan  tertentu yang menyebabkan  
timbulnya kerugian konsumen;  
e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau  
f) Pencabutan izin usaha. 
 
 
2. Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kereta Api (PT. KAI) Apabila 
Terjadi Kecelakaan Yang Merugikan Konsumen 
a. Permasalahan  Yang  Dialami Konsumen  Pengguna Jasa kereta Api 
Konsumen selalu berada pada posisi yang lebih rendah dalam 
hubungannya dengan  pelaku  usaha,  baik  secara  ekonomis,  tingkat  
pendidikan,  maupun kemampuan atau daya bersaing/ daya tawar.(AZ 
Nasution, 1995 : 65 ). Ketidakseimbangan  kedudukan antara konsumen  
dengan  pelaku  usaha  ini  salah  satunya  diakibatkan  oleh  faktor 
informasi. Pelaku  usaha memiliki  pengetahuan  yang  lebih  luas  dalam  
kaitannya dengan  informasi. Sedangkan  konsumen  hanya  menunggu  
limpahan  informasi dari  pelaku  usaha.  Ketidaktahuan konsumen  ini 
membuat konsumen memiliki ketergantungan terhadap  informasi  
tersebut.  Adapun  faktor  lainnya  yang menyebabkan 
ketidakseimbangan  kedudukan  antara  konsumen  dengan  pelaku usah 
yakni konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih yang tinggi 
untuk mencari alternatif lain dari jasa-jasa yang ditawarkan oleh pelaku 
usaha. Faktor ini menyebabkan  konsumen  mau  tidak  mau  harus  
menggunakan  jasa  yang ditawarkan oleh pelaku usaha. 
Secara umum,  terdapat beberapa  permasalahan yang dialami 
oleh konsumen pengguna jasa kereta api, antara lain : 
1) Ketidakjelasan informasi jadwal kereta api 
Informasi mengenai jadwal kedatangan akan sangat 





pada kenyataannya,  jadwal  tersebut  tidak dapat ditemukan pada 
setiap stasiun. Jadwal  tersebut hanya dapat ditemukan pada  stasiun-
stasiun  tertentu  saja  yang  dirasa  cukup  padat.  Padahal jadwal  ini 
merupakan  salah  satu  sarana  informasi bagi para pengguna Jasa 
kereta api untuk  mengetahui  kapan  kereta  akan  datang.  Tidak 
adanya  jadwal  kedatangan  kereta  ini  membuat  para  pengguna 
kereta api bertanya pada petugas di loket penjualan karcis saat 
sedang membeli  karcis  atau  menunggu  informasi  kedatangan  
kereta  yang diumumkan oleh petugas melalui mikrofon yang ada di  
setiap  stasiun.  
Hal  ini  tentu  akan menimbulkan masalah  lain  seperti  
ketidaklancaran arus  pembelian  karcis  terutama  pada  jam  sibuk.  
Ketidaklancaran pembelian  karcis  tersebut  akan  menghambat  
penumpang  yang keretanya  akan  segera  datang  sehingga  ia  
terlambat  naik  kereta  dan harus menunggu kereta selanjutnya.  
Perlu  diketahui  bahwa  penumpang  dapat  meminta  jadwal 
kedatangan  kereta  pada  petugas-petugas  di  stasiun.  Namun  
karena jumlahnya  terbatas,  tidak semua penumpang dapat 
memperoleh  jadwal tersebut.  Padahal  akan  lebih  baik  jika  pihak  
stasiun  menempelkan jadwal    tersebut  sehingga  dapat  diakses  
oleh  seluruh penumpang mengingat  bahwa memperoleh  informasi 
merupakan salah satu hak konsumen 
2) Kedatangan kereta tidak sesuai dengan jadwal 
Moda transportasi kereta api sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat. Selain memakan waktu yang lebih singkat daripada 
menggunakan moda transportasi darat lainnya, kereta api juga dinilai 
aman dan nyaman. Sehingga sudah pasti banyak masyarakat yang 
mengandalkan moda transportasi ini dalam mengantarkan dirinya ke 





oleh PT. KAI (Kereta Api Indonesia). Banyak permasalahan yang 
muncul terkait perkeretaapian di Indonesia, salah satunya 
keterlambatan kereta yang sering terjadi. 
(http://www.hukumpedia.com/) 
PT. KAI nampaknya masih belum bisa merubah 
permasalahan keterlambatan kereta api yang sering terjadi, walaupun 
keterlambatan kereta api saat ini tidak jauh dari jadwal yang telah 
ditentukan. Atas keterlambatan tersebut, pengguna jasa kereta api 
dapat mengalami kerugian. Terlebih bagi pengguna jasa kereta api 
yang berprofesi sebagai pejabat maupun pengusaha, yang apabila 
terlambat menghadiri suatu acara akan mengalami kerugian. 
Mengingat bahwa ketepatan waktu kereta untuk tiba sesuai 
dengan jadwal yang  ada merupakan  acuan bagi penumpang untuk 
naik kereta ke  tempat  tujuan,  maka  ketepatan  waktu  tersebut  
sangatlah  penting. Kedatangan  kereta  yang  tidak  sesuai  dengan  
jadwal  sangat  sering terjadi  sehingga  hal  ini  sering  kali  
dikeluhkan  oleh  masyarakat. Terlebih  lagi  pada  jam-jam  sibuk  
seperti  jam  masuk  kerja  dan  jam pulang  kerja,  dengan  adanya  
keterlambatan  kedatangan  kereta  maka para  pekerja  tersebut  
akan  terlambat  untuk  masuk  kerja.  Selain  itu keterlambatan  
kedatangan  kereta  akan  menyebabkan  kereta  menjadi sangat 
penuh sesak sehingga penumpang menjadi tidak nyaman 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaapian tidak diatur hal mengenai tanggung jawab 
pengangkut atas keterlambatan. undang-undang tersebut hanya 
mengatur jika terjadi hambatan atau gangguan yang mengakibatkan 
kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan 
yang disepakati, yakni diatur dalam Pasal 134 ayat (4). Apabila 





menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi 
lain sampai stasiun tujuan; atau memberi ganti kerugian senilai harga 
karcis. Namun, dalam Pasal 69 Keputusan Menteri Perhubungan No. 
KM 8 Tahun 2001 tentang Angkutan Kereta Api, ditentukan bahwa 
dalam ayat (1) “pengangkut wajib mengganti kerugian yang dialami 
pengguna jasa dalam hal adanya keterlambatan dalam angkutan 
penumpang yang melebihi waktu perjalanan dan toleransi batas 
waktu yang telah ditentukan. Lalu dalam ayat (2) ditentukan bahwa 
“untuk mendapatkan ganti kerugian, pengguna jasa harus 
mengajukan permohonan ganti kerugian kepada pengangkut dengan 
cara melampirkan karcis penumpang dan tanda jati diri pengguna 
jasa. Namun, berdasarkan ayat (3) pasal tersebut, pengangkut dapat 
dibebaskan dari kewajiban mengganti kerugian apabila pengangkut 
(PT. KAI) dapat membuktikan bahwa keterlambatan disebabkan oleh 
keadaan memaksa dan kesalahan bukan disebabkan oleh pengangkut 
(PT. KAI). (http://www.hukumpedia.com)  
Apabila keterlambatan kereta api terjadi karena adanya rel 
kereta yang terendam air atau tanah sehingga mengganggu 
perjalanan kereta api, PT. KAI dibebaskan dari tanggung jawab 
mengganti kerugian. Namun, apabila keterlambatan disebabkan oleh 
adanya kereta api yang anjlok (keluar dari rel), harus dibuktikan 
terlebih dahulu apakah adanya kesalahan dari awak PT. KAI atau 
adanya keadaan memaksa. Apabila ada kesalahan dari awak kereta 
api (human error), maka kereta api wajib mengganti kerugian yang 
ditetapkan sebesar kerugian yang nyata-nyata dialamu, tidak 
termasuk bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati. Namun, 
jika keterlambatan terjadi karena keadaan yang memaksa, maka PT. 





syarat PT. KAI yang membuktikan bahwa keterlambatan tersebut 
diakibatkan karena keadaan memaksa. 
3) Sarana dan prasarana yang kurang terawat 
Salah satu permasalahan yang sering dialami konsumen 
pengguna kereta api adalah perawatan fasilitas kereta yang kurang. 
Seperti AC yang mati atau tidak dingin, tempat duduk yang kurang, 
hingga tidak adanya pemecah kaca untuk keselamatan. Hal ini 
memerlukan perhatian dari PT KAI.  
 
4) Keamanan dan Keselamatan Penumpang 
Hal yang perlu mendapat perhatian untuk kereta adalah 
faktor keamanan. Sudah menjadi pemandangan yang biasa bahwa 
setiap pagi di hari kerja, kereta api khususnya ekonomi terlihat sangat 
berjubel dan penuh sesak dengan penumpang. Bahkan, banyak 
penumpang yang memilih naik ke atap kereta karena sudah sangat 
sulit masuk ke dalam kereta. Penumpang yang naik ke atap kereta ini 
tentu sangat berisiko. Tapi, bisa jadi mereka tidak punya pilihan lain. 
Mungkin mereka sedang memburu waktu untuk sampai ke tujuannya 
dengan cepat. Ini salah satu aspek keamanan yang perlu mendapat 
perhatian. Dengan penumpang yang penuh sesak tentu saja 
kenyamanan menjadi harga mahal yang ga bakal diperoleh juga. Bagi 
mereka yang penting bisa sampai tepat waktu ke tempat tujuan. 
Selain masalah keselamatan, masalah keamanan juga harus 
diperhatikan, karena banyak kasus terjadi penumpang yang 
kehilangan barang di dalam kereta api.  Sering kali kondisi kereta api 
yang penuh dan berdersak-desakan disalahgunakan oleh sebagian 
oknum untuk melakukan aksi kejahatan berupa pencurian/ 
pencopetan. Selain pencurian / pencopetan yang sering terjadi di 





api. Kasus pelecehan seksual di atas kereta atau KRL menjadi satu 
keprihatinan tersendiri. Masalah ini bisa dikatakan luput dari 
perhatian dan nyaris tak tersentuh. Padahal, setiap saat korban terus 
berjatuhan. Tak ayal, korban-korban selanjutnya pun di posisikan 
dalam ancaman tangan-tangan jahil yang menggerayangi.( 
http://news.okezone.com) 
5) Kecelakaan Kereta Api 
Permasalahan yang mungkin dialami oleh penumpang kereta 
api adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan kereta api tidak bisa 
diduga kapan terjadinya. Kecelakaan kereta api bisa mengakibatkan 
luka-luka saja sampai meninggal dunia. Penyebab kecelakaanpun 
bermacam- macam, mulai dari kesalahan pengoperasian (human 
error), keadaan alam, maupun karena pihak ketiga 
 
b. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia  Terhadap Penumpang 
Pengangkut, dalam hal ini PT. KAI haruslah bertanggung jawab 
atas barang atau penumpang yang diangkutnya ke tempat tujuan. Dalam 
pengangkutan penumpang berdasarkan perjanjian pengangkutan yang 
ada, PT. KAI bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita 
penumpang sewaktu pelaksanaan dinas kecuali apabila PT. KAI dapat 
membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul diluar kealpaan pegawai 
yang bertugas. (Sution Usman Adji, 1991 : 163). 
Penumpang dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, bila selama 
dalam pelaksanaan  pengangkutan dia yang menderita kerugian atau 
luka-luka, karena akibat langsung atau tidak langsung dari pelaksanaan 
dinas. Dalam pengangkutan orang dengan kereta, pengangkut 
bertanggung jawab terhadap penumpang berdasarkan perjanjian 
pengangkutan. Pengangkut bertanggung jawab terhadap kerugian 





langsung dari pelaksanaan dinas (pelaksanaan pengangkutan) (Sution 
Usman Adji, 1991 : 203) 
Sebagai pihak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian PT. KAI 
mempunyai tanggung jawab untuk menjaga  keselamatan penumpang  
atau  pengguna  jasa perkeretaapian.  Dalam  hal  tanggung  jawab  ini,  
terdapat  dua  bentuk  yang dibedakan antara  tanggung  jawab pihak 
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian dan pihak Penyelenggara Sarana  
Perkeretaapian.  Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak 
yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian berupa 
penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan/atau sarana 
perkeretaapian. prasarana kereta api meliputi : stasiun, rel, dan sarana 
penunjang yang bersifat menunjang jalanya perkertaapian. Sedangkan 
Sarana kereta api adalah : kereta api/lokomotif itu sendiri. Penyelenggara 
Sarana Perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan  sarana 
perkeretaapian umum  yang  saat  ini dilaksanakan oleh PT. KAI. 
1) Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian 
Adapun yang  menjadi  tanggung  jawab  dari  
Penyelenggara  Prasarana Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 87 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian, antara lain sebagai berikut : 
a) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab 
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga 
atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang  disebabkan 
kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.  
b) Tanggung jawab Penyelenggara  Prasarana Perkeretaapian 
kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dilaksanakan 
berdasarkan perjanjian kerja sama antara Penyelenggara 






c) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggung jawab 
kepada pihak ketiga atas  kerugian harta benda, luka-luka, atau 
meninggal dunia yang disebabkan oleh penyelenggaraan 
prasarana perkeretaapian.  
d) Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggungjawab 
terhadap Petugas Prasarana Perkeretaapian yang mengalami  
luka-luka, atau meninggal dunia yang disebabkan oleh 
pengoperasian prasarana perkeretaapian. 
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian tidak bertanggung 
jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Penyelenggara Sarana 
Perkeretaapian dan/atau pihak ketiga yang disebabkan oleh 
pengoperasian prasarana perkeretaapian apabila :  
a) Pihak yang berwenang menyatakan bahwa kerugian bukan  
disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian;  
b) Terjadi keadaan memaksa.  
Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian berhak dan 
berwenang untuk :  
a) Mengatur, mengendalikan dan mengawasi perjalanan kereta api;  
b) Menghentikan  pengoperasian  sarana  perkeretaapian  apabila  
dapat membahayakan perjalanan kereta api;  
c) Melakukan penertiban terhadap pengguna jasa kereta api yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagai pengguna jasa kereta api di 
stasiun;  
d) Mendahulukan perjalanan kereta api di perpotongan sebidang 
dengan jalan;  
e) Menerima pembayaran dari penggunaan prasarana 
perkeretaapian; dan Menerima  ganti  kerugian  atas  kerusakan  
prasarana  perkeretaapian  yang disebabkan  oleh  kesalahan  





2) Tanggung Jawab Pihak Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
Menurut  Pasal  157  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
Tentang Perkeretaaapian Penyelenggara  Sarana  Perkeretaapian 
dalam  hal  ini PT. KAI mempunyai  tanggung  jawab kepada 
pengguna  jasa  yaitu penumpang, antara lain sebagai berikut : 
a) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian  bertanggungjawab  
terhadap  pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau  
meninggal dunia  yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan 
kereta api; 
b) Tanggung  Jawab  ini  dimulai  sejak  pengguna  jasa  diangkut  
dari  stasiun  asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati;  
c) Tanggung jawab ini berupa ganti kerugian yang dihitung 
berdasarkan kerugian yang nyata dialami;  
d) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian  tidak  bertanggung  jawab  
atas  kerugian, luka-luka  atau  meninggalnya  penumpang  yang  
tidak  disebabkan  oleh pengoperasian angkutan kereta api. 
Selanjutnya dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian menyatakan bahwa : 
Pasal 159 
(1). Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab 
terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang 
disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali 
jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian 
disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana 
perkeretaapian.  
(2). Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti 
kerugian dari pihak ketiga kepada penyelenggara sarana 
perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung 









Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, Selain tanggung jawab 
terhadap pengguna jasa, PT. KAI juga bertanggung jawab terhadap 
kerugian yang dialami pihak  ketiga  yang dapat  membuktikan 
bahwa  kerugian tersebut disebabkan karena  pengoperasian 
angkutan kereta  api. Tetapi, apabila pihak ketiga tidak dapat 
membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan 
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, maka PT. KAI tidak 
bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 
Dalam keadaan tertentu, PT. KAI dapat dibebaskan dari 
tanggung jawab penyelenggaraan pengangkutan, yaitu dalam hal  
pengangkutan itu terhalang karena force majeure. Force majeure 
dimaksudkan bahwa meskipun pengangkut telah menjalankan segala 
usaha yang sepatutnya dapat diharapkan daripadanya untuk 
mencegah atau menghindari kerugian, tetapi toh kerugian itu tetap 
terjadi. 
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, untuk memberikan 
perlindungan kepada penumpang terhadap risiko kecelakaan yang 
mungkin timbul selama dalam perjalanan kereta api, pemerintah 
mewajibkan PT. KAI mengasuransikan tanggung jawabnya tersebut. 
Hal ini diatur dalam pasal 166 sampai dengan 171 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian. 
Untuk  meminimalisir  resiko  ganti  rugi  dan  melaksanakan  
tanggung jawabnya,  Pasal 166 mewajibkan penyelenggara prasarana 
perkeretaapian mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap 
penyelenggara sarana perkeretaapian dan pihak ketiga, selanjutynya 
menurut Pasal 167, PT. KAI sebagai Penyelenggara Sarana  
Perkeretaapian  wajib mengasuransikan  tanggung  jawabnya  
terhadap pengguna jasa dan besarnya nilai pertanggungan paling 
sedikit harus sama dengan nilai  ganti  kerugian  yang  diberikan  
kepada  pengguna  jasa  yang  menderita kerugian sebagai akibat 





Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung jawabnya dikenai sanksi administratif 
berupa pembekuan izin operasi atau pencabutan izin operasi. 
Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengasuransikan sarana 
perkeretaapian dan awak sarana perkeretaapian juga kerugian yang 
diderita oleh pihak ketiga sebagai akibat pengoperasian angkutan 
kereta api. Penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian 
berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan 
kerugian terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian 
dan orang yang dipekerjakan. 
Penyelenggara prasarana perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penyelenggara sarana 
perkeretaapian, petugas prasarana perkeretaapian, dan pihak ketiga, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
Penyelenggara sarana perkeretaapian yang tidak 
mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap pengguna jasa, awak 
sarana perkeretaapian, dan pihak ketiga, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
c. Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia Terhadap Penumpang 
Apabila Terjadi Kecelakaan 
Risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang bisa 
menyebabkan kerugian. ( Abbas Salim, 1998 : 201 ). Menurut Subekti, 
risiko ialah : “Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu 






Risiko atau kerugian dalam pengangkutan dapat menimpa 
penumpang, barang/freight. Menurut sifatnya, kerugian dapat dibagi 
menjadi tiga yaitu : ( Abbas Salim, 1998 : 202 ) 
1) Kerugian terhadap penumpang  
Kerugian ini menyangkut jiwa penumpang dan awak. Risiko atau 
kerugian yang terjadi bisa menyebabkan kematian, luka, cacat 
seumur hidup 
2) Kerugian terhadap alat angkut, muatan dan freight 
Selama dalam perjalanan  bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 
Kerugian yang terjadi dalam pengangkutan dapat diperkecil dengan 
cara mempertanggungkan, muatan dan freight kepada perusahaan 
asuransi/asuransi kerugian. 
3) Kerugian total dan kerugian sebagian (total loss &partial loss) 
Kerugian yang berhubungan dengan jiwa seseorang sehingga 
meninggal dunia, disebut  total loss.  Bila yang bersangkutan masih 
hidup, dan hanya menderita cacat disebut kerugian sebagian (partial 
loss) 
 
Dalam penyelenggaraan pengangkutan melalui kereta api, risiko 
yang mungkin dapat timbul antara lain : 
1) Pelemparan (disebabkan oleh perilaku manusia) 
Dalam perjalanan kereta api, sering terjadi pelemparan yang 
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Risiko ini 
dapat menyebabkan penumpang mengalami luka-luka, baik berat 
maupun ringan. 
2) Kereta Anjlok 
Perkeretaapian di Indonesia merupakan institusi yang sudah sangat 
tua. Armada lokomotif yang sudah tua, tingkat kerusakan sarana dan 
prasarana yang tinggi, merupakan faktor penyebab terjadinya kereta 
api anjlok.  Selain itu,  adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung 





rel dengan bantalan rel juga berperan terhadap anjloknya kereta api. 
Padahal telah dinyatakan dalam pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 Tentang Perkeretaaapian bahwa “Setiap orang dilarang 
menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan rusak dan/atau tidak berfungsinya prasarana dan 
sarana perkeretaapian”. 
3) Risiko yang disebabkan oleh alam 
Terhadap risiko yang disebabkan oleh alam, kereta api tidak dapat 
melanjutkan perjalanannya. Dalam hal ini, penyelenggara sarana 
perkeretaapian akan memindahkan para penumpang ke kereta api lain 
atau moda transportasi lain seperti bus. Atau mengganti sejumlah 
uang yang dapat digunakan penumpang untuk melanjutkan perjalanan 
hingga ke tempat tujuan dengan moda transportasi lain. 
4) Tabrakan  
Dibeberapa tempat, banyak terdapat jalan yang melintasi rel kereta 
api. Jalan/lintasan tersebut sering disebut lintasan liar. Umumnya 
lintasan tersebut tidak memiliki pengaman, seperti palang ataupun 
alat persinyalan lainnya. Sehingga pada lintasan ini sering terjadi 
tabrakan yang mengakibatkan kecelakaan antara kereta api dan 
kendaraan lain yang kebetulan lewat. Seharusnya lintasan liar 
menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bukan PT. KAI. Dan 
bagi pengguna jalan umum, yang melewati lintasan liar wajib 
mendahulukan perjalanan kereta api. Seperti yang tercantum dalam 
pasal  173 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian yaitu “Masyarakat wajib ikut serta menjaga 
ketertiban, keamanan, dan keselamatan penyelenggaraan 
perkeretaapian”. Selain itu, tabrakan dapat juga terjadi antar kereta 
api di perpotongan antara jalur kereta api ( Error! Hyperlink 







Kewajiban  dari  PT.  KAI  selaku  penyelenggara transportasi  
perkeretaapian  adalah  untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak 
konsumen  pengguna  jasa  transportasi  kereta  api  sesuai  dengan  
pengaturan  pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  
Perlindungan  Konsumen dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Perkeretaapian. Kedua undang-undang  tersebut  juga  mengatur  
mengenai  sanksi  apabila  PT. KAI selaku  penyelenggara perkeretaapian  
tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya yang mengakibatkan tidak 
terpenuhinya hak-hak  konsumen pengguna jasa kereta api.  
Sampai saat ini,  masih  cukup  banyak  permasalahan  yang  
dialami  oleh konsumen  pengguna  jasa  kereta  api walaupun  PT. KAI 
telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kenyamanan 
konsumen. Permasalahan  ini  berdampak  pada  terlanggarnya  hak-hak  
konsumen  yang terutama  dialami  oleh  konsumen  pengguna  jasa 
kereta api. Untuk  itu beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh 
konsumen dalam hal hak-haknya terlanggar antara lain: 
1) Mengajukan keluhan dan menyampaikan saran 
Ketika dihadapkan pada soal ketidakpuasan terhadap produk-
produk ataupun jasa tertentu, sebagian besar konsumen tidak bisa 
berbuat apa-apa. Keluhan yang mereka kemukakan biasanya hanya 
disampaikan melalui surat pembaca di media massa. Cara ini masih 
sangat sederhana. Meskipun surat pembaca yang berisi keluhan 
konsumen tersebut bisa dimuat, pada akhirnya tidak menyelesaikan 
secara hukum. Oleh karena itu, konsumen perlu menyampaikan 
keluhan secara kreatif. 
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan konsumen untuk 
mengadukan keluhannya, yaitu : (Happy Susanto, 2008 : 32) 
a) Sebelum melakukan keluhan, konsumen perlu mengetahui alamat 
produsen atau alamat purnajual ketika melakukan transaksinya. 
Konsumen juga perlu menanyakan nama dan jabatan tertinggi 





b) Ketika ada masalah atau keluhan terhadap barang yang telah 
dibeli, perlu melayangkan surat terlebih dahulu kepada pelaku 
usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi jumlah 
pengaduan yang masuk ke lembaga konsumen 
c) Konsumen perlu melayangkan pengaduan pertama kali secara 
lisan. Jika pengaduan secara lisan tidak ditindaklanjuti, konsumen 
bisa mengirimkan pengaduan tertulis kepada orang yang 
bertanggung jawab. Jangan lupa untuk memberikan batas waktu. 
Misalnya, jika sampai 14 hari surat tidak direspon, persoalan 
tersebut akan dibawa ke lembaga konsumen. 
Bagi konsumen pengguna  jasa kereta api yang merasa 
haknya dirugikan akibat pelanggaran oleh penyelenggara 
perkeretaapian dalam hal keterlambatan  jadwal  kedatangan kereta 
api,  perubahan  sistem  atau jadwal kereta api yang merugikan 
konsumen, pelayanan oleh petugas yang  buruk,  ketidak  nyamanan  
dalam menggunakan kereta api,  dan lain-lain,  dapat  mengajukan  
keluhan  kepada  PT.  KAI. (http://kickdahlan.wordpress.com). 
Pengajuan  keluhan  tersebut  dapat  dilakukan  melalui 
penyampaian  secara  langsung  kepada  petugas  kereta  api,  bagian  
humas stasiun  maupun  pihak  yang  berhubungan  dengan  pelayanan  
konsumen; melalui  telpon  dan  sms;  dan  melalui  jejaring  sosial  
seperti  twitter  dan facebook. Penyampaian  keluhan  dan  saran  pada  
pihak  yang  tepat  dapat membantu  stasiun  yang  bersangkutan  
dalam  penyusunan  laporan  yang mengulas kinerja pelayanan 
perkeretaapian. 
 
2) Konsumen dapat mengajukan gugatan 
Konsumen  pengguna  jasa  Kereta api  yang  haknya  
dilanggar juga  dapat mengajukan  gugatan  kepada  PT.  KAI  
apabila  konsumen  menderita  kerugian  materiil  yang  cukup  besar  





Jika dilihat secara individual, mungkin saja nilai perkara antara 
konsumen dengan pelaku usaha sangat kecil, tetapi secara komunal 
kerugian yang ditimbulkan sangat besar. Dalam kaitan dengan 
karakteristik ini, maka proses beracara dalam hukum perlindungan 
konsumen mengenal antara lain adanya : 
a) Small Claim 
Sistem peradilan yang ada dewasa ini, belum dapat 
mengakomodasi sengketa-sengketa yang nilai nominal kasusnya 
relatif kecil, termasuk sengketa konsumen. Untuk itu, alternatif 
yang dapat ditempuh adalah dengan diperkenalkannya Small 
Claim Court dalam dunia peradilan di Indonesia. 
Secara sederhana,  Small Claim Court  dapat didefenisikan 
sebagai peradilan kilat, dengan hakim tunggal, prosedurnya 
sederhana, tidak ada keharusan menggunakan pengacara, tidak 
ada upaya banding dan biaya ringan (Erman Rajagukguk, 2000 : 
66) 
b) Class Action 
Gugatan Perwakilan Kelompok atau  Class Action  
adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang 
atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk 
diri atau diri mereka sendiri sekaligus mewakili sekelompok 
orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta 
atau dasar hukum antara wakil  kelompok atau anggota kelompok 
dimaksud (Shidarta, 2004 : 65) 
Merujuk pada UUPK dikenal adanya alternatif penyelesaian 
sengketa yang sama sekali baru bagi penegakan hukum di Indonesia. 
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang lebih dikenal 
dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ini mempunyai daya 
tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya 
tradisional berdasarkan musyawarah mufakat. Adapun Alternatif 





Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa berbunyi:  
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang 
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di  luar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsoliasi atau penilaian ahli. 
Berdasarkan isi Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 30 
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 
maka alternatif penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan  
dengan cara berikut : 
a) Konsiliasi 
Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK (Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen)untuk mempertemukan pihak 
yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para 
pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para 
pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang 




Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Kepmen. Deperindag 
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian 
Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, 
menjelaskan bahwa mediasi merupakan  proses penyelesaian 
sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK 
sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para 
pihak. Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para 
pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang 





Cara mediasi ini  hampir sama dengan cara konsiliasi, 
yang membedakan di antara keduanya adalah kalau mediasi  
didampingi oleh majelis yang aktif, sedangkan cara konsiliasi 
didampingi majelis yang pasif. 
c) Arbritase 
Lain dengan cara konsiliasi dan mediasi, berdasarkan 
Pasal 1 angka (11) Kepmen. Deperindag 
No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pengangkatan Pemberhentian 
Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
arbitrase adalah  proses penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa 
menyerahkan sepenuhnya penyelesaiannya kepada BPSK untuk 
memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen yang terjadi. 
Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara 
arbitrase ini berbeda dengan dua cara sebelumnya. Dalam cara 
arbitrase, badan atau majelis yang dibentuk BPSK bersikap aktif 
dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak 
tercapai kata sepakat diantara mereka. 
 
3) Meminta Klaim Asuransi apabila terjadi Kecelakaan 
Asuransi menurut  Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  
1992 tentang Usaha Perasuransian adalah sebagai berikut : 
“Asuransi  atau  Pertanggungan  adalah  perjaniian  antara  dua  
pihak atau  lebih,  dengan  mana  pihak  penanggung  mengikatkan  
diri kepada  tertanggung,  dengan  menerima  premi  asuransi,  untuk 
memberikan  penggantian  kepada  tertanggung  karena  kerugian, 
kerusakan  atau  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan,  atau 
tanggung  jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  akan 
diderita  tertanggung,  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa  yang  
tidak pasti,  atau  untuk memberikan  suatu pembayaran  yang  








Pelaksanaan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu  Lintas  
merupakan suatu upaya pemerintah  dalam  memberikan  
perlindungan  jaminan  sosial  kepada masyarakat khususnya korban 
kecelakaan  lalu  lintas. Kecelakaan  lalu  lintas  juga merupakan  
suatu  pelanggaran  terhadap peraturan  dan  perundang-undangan 
tentang  lalu  lintas,yang mana maksudnya  adalah  kecelakaan  lalu  
lintas  tersebut sifatnya  dapat  merugikan  orang  lain  maupun  diri  
sendiri  yang  luka  maupun meninggal dunia.  
Pihak  Jasa Raharja  juga  tetap memberikan dana  santunan 
kepada korban kecelakaan lalu  lintas  yang  disebabkan  oleh  alat  
angkutan  lalu  lintas  yang  lalai membayar sumbangan wajib, yang 
kemudian Pihak Jasa Raharja dapat menuntut balik kepada pemilik 
kendaraan penyebab  kecelakaan  yang  lalai  dalam pembayaran 
sumbangan wajib untuk membayar semua penggantian kerugian yang 
telah dikeluarkan oleh pihak Jasa Raharja. 
Bagi  konsumen  pengguna  jasa  Kereta Api  yang  mengalami 
musibah  akibat  kelalaian  maupun  kesalahan  pihak  PT.  KAI yang  
mengakibatkan  konsumen  luka-luka  atau  meninggal dunia,  
konsumen  dapat meminta  santunan  dari  asuransi  PT.  Jasa 
Raharja. Pemberian santunan diberikan kepada konsumen yang dapat 
menunjukkan karcis  / tiket yang sah. 
 
B. Pembahasan 
1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Kereta Api berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
Setiap penumpang Kereta Api wajib memiliki karcis atau tiket. 
Karcis atau tiket adalah secarik kertas khusus (dapat pula berbahan 
karton/plastik) berukuran kecil, yang dikeluarkan oleh PT KAI sebagai tanda 
atau bukti yang sah (tanda telah membayar ongkos) yang berlaku untuk naik 
Kereta Api yang berangkat pada tanggal, kelas dan lintas yang tercantum 





yang akan dinaiki oleh penumpang, apakah kelas ekonomi, kelas ekonomi ac 
ataupun kelas ekspres dan tujuan yang akan ditempuh. Karcis tersebut 
merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan orang. 
Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen disebutkan bahwa yang dimaksud konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup 
lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. 
Sedangkan pengguna jasa kereta api berdasarkan pengertian pasal 1 
butir 12 Undang-Undang Perkeretaapian adalah setiap orang dan/atau badan 
hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan 
orang maupun barang. Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat dengan jelas 
bahwa pengguna jasa kereta api sebagaimana maksud dalam pasal 1 butir 12 
Undang-Undang Perkeretaapian, masuk dalam pengertian konsumen 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Dengan kewajiban memiliki karcis tersebut di atas, maka pengguna 
jasa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat 
pelayanan yang dipilih. Hak-hak pengguna jasa kereta api berdasarkan 
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
adalah : 
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa; 
Konsumen dalam mengonsumsi barang dan/atau  jasa  layak 
untuk memperoleh  manfaat  dari  barang/jasa  yang  dikonsumsinya  
tersebut. Perolehan  manfaat  tersebut  tidak  boleh  mengancam  
keselamatan, jiwa dan harta benda konsumen, serta harus menjamin  
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.   
Jika kita membicarakan hak atas kenyamanan dalam jasa 
layanan angkutan umum, tidak hanya berkaitan dengan sarana utama 





penyelenggara sarana perkeretaapian dalam menyelenggarakan kegiatan 
operasional perkeretaapian wajib untuk menjamin hak-hak konsumen ini. 
Salah satu caranya adalah dengan  memperbaiki sarana dan prasarana 
perkeretaapian  sehingga memenuhi standardisasi yang telah ditetapkan. 
Dengan sarana dan prasarana yang memadahi diharapkan akan menjamin 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penumpangnya. 
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan 
yang dijanjikan; 
Hak  ini  dimaksudkan  agar  konsumen  memiliki  kebebasan  
untuk memilih  sehingga  tidak  ada  unsur  paksaan  atau  tipu  daya  dari  
pelaku usaha agar konsumen memilih barang/jasanya.   
Dalam  hal  ini, konsumen  bebas  memilih  jenis  layanan 
perkeretaapian yang akan digunakannya yaitu Kereta api ekonomi, Bisnis 
maupun eksekutif.  Harga  karcis  yang  dibayar oleh  konsumen  juga  
harus sesuai dengan layanan yang dipilih konsumen.  
Penyelenggara  perkeretaapian  wajib  menyediakan  fasilitas  
yang berfungsi dengan baik sesuai dengan  ketentuan  pada  layanan-
layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, PT. KAI wajib menjamin  
fasilitas  Kereta Api  seperti  AC  berfungsi,  pintu  dapat otomatis 
terbuka atau tertutup, kaca tidak ada yang pecah,dll. Selain itu, petugas 
perkeretaapian yang  terkait  juga harus mendukung  terpenuhinya hak  
konsumen ini, contohnya tidak  mempersulit  proses pembelian maupun  
penukaran  karcis,  memberikan  pelayanan  yang  sesuai  dengan standar 
etika pegawai, dll. 
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa 
Sebelum  konsumen memilih, mereka  tentu  harus  terlebih  
dahulu memperoleh  informasi  yang  benar  mengenai  barang/jasa  yang  
akan dikonsumsinya, sebab informasi inilah yang akan menjadi landasan 





usahawajib  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  
mengenai barang/jasanya kepada konsumen.  
Dalam  menyelenggarakan  operasional  perkeretaapian,  PT.  
KAI wajib untuk memberikan  informasi yang benar, jelas,  dan  jujur  
terhadap  layanan  kereta  api.  Informasi  tersebut  dapat berupa tarif, 
jadwal kedatangan kereta dan hal-hal lainnya yang memang perlu 
diketahui oleh calon penumpang.  
Pemberian informasi  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara 
pemasangan daftar  tarif  yang  disesuaikan dengan tujuan  konsumen, 
pemasangan jadwal kedatangan kereta pada tiap-tiap stasiun, 
pengumuman waktu kedatangan kereta melalui pengeras suara, 
menempatkan petugas perkeretaapian di peron untuk membantu 
konsumen sehubungan  dengan  jadwal  kedatangan kereta  dan  tujuan 
kereta. 
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan; 
Dalam mengkonsumsi  suatu  barang/jasa,  konsumen  cukup  
sering mengalami kerugian. Hal  ini  berarti terdapat  suatu  kelemahan  
pada barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena  itu, 
pelaku usaha  harus menerima  setiap  pendapat  dan  keluhan  dari  
konsumen. Di samping  itu,  dengan menerima  pendapat  dan  keluhan  
konsumen maka pelaku  usaha  juga diuntungkan karena  pelaku  usaha  
dapat memperoleh masukan untuk memperbaiki hal-hal yang menjadi 
kekurangannya serta dapat meningkatkan daya saingnya dengan pelaku 
usaha lain. 
Untuk  mewujudkan  hak  ini,  PT.  KAI  membentuk  suatu  
forum dimana konsumen yang ingin memberikan pertanyaan,  keluhan, 
pendapat ataupun  saran  dapat melakukannya melalui  forum  tersebut.  
Selain itu  terdapat cara lain yang dapat digunakan dalam penyampaian 
pertanyaan, keluhan, pendapat atau saran konsumen seperti  penyampaian  





maupun  pihak yang  berhubungan dengan pelayanan konsumen; melalui 
telpon dan sms; melalui web resmi PT KAI dan melalui jejaring sosial 
seperti twitter dan facebook. 
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
Pelaku usaha  memiliki  akses  terhadap  informasi  mengenai 
barang/jasanya. Sedangkan konsumen  sama  sekali  tidak memahami  
apa saja  proses  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  guna  
menyediakan barang/jasa yang dikonsumsinya. Hal ini menyebabkan 
posisi konsumen lebih  lemah  dibanding  pelaku  usaha.  Oleh  karena  
itu  diperlukan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 
yang patut bagi konsumen.  
Lebih lanjut  mengenai  penyelesaian  sengketa  diatur  dalam 
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dimana  konsumen  yang 
dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas 
menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yakni BPSK 
(Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen)  atau melalui  peradilan  
yang berada  di  lingkungan  peradilan  umum. 
Berdasarkan  hal tersebut,  maka konsumen  pengguna Kereta Api  
yang  dirugikan  oleh  PT. KAI dapat  menyelesaikan  sengketa  melalui  
BPSK atau  melalui  peradilan  di  lingkungan  peradilan  umum.  Namun  
tidak menutup kemungkinan  apabila  penyelesaian  sengketa  dilakukan  
secara damai  tanpa melalui  BPSK maupun  peradilan  di  lingkungan  
peradilan umum. 
f. Hak Untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen 
Secara umum, telah diketahui bahwa posisi konsumen lebih 
lemah dibanding posisi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus 
memberikan pembinaan  dan  pendidikan  yang  baik  dan  benar  kepada  
konsumen. Pembinaan  dan  pendidikan  tersebut  bertujuan  agar  
konsumen  tidak dirugikan  dan  tidak  dieksploitasi  oleh  pelaku  usaha  





Upaya yang dapat dilakukan oleh PT. KAI selaku penyelenggara 
perkeretaapian dalam memberikan pembinaan dan pendidikan kepada 
konsumen salah satunya adalah dengan memberikan informasi  yang  
jelas  dan  jujur  mengenai  pelayanan  perkeretaapian. Pemberian  
informasi tersebut  bertujuan  agar  konsumen  dapat  memilih pelayanan  
perkeretaapian  yang  sesuai  dengan  kebutuhannya,  sehingga konsumen 
tidak dirugikan oleh pelaku usaha. 
Upaya  lain  terkait  dengan  pembinaan  dan  pendidikan  
konsumen oleh PT. KAI adalah pemberian informasi terkait “Tips Aman 
Melakukan Perjalanan menggunakan Jasa Kereta Api Indonesia” yang 
dimuat dalam situs resmi reservasi tiket kereta. Beberapa tips yang 
termuat dalam situs tersebut antara lain : (http://www.tiketkai.com/) 
1) Pesan Tiket dari Jauh-Jauh hari 
2) Tentukan Budget yang anda miliki sebelum melakukan perjalanan. 
3) Cek dan Ricek Tiket sudah Sesuai Nama & Identitas 
4) Hindari Calo 
5) Bawa barang seperlunya 
6) Waspadalah Aksi Kriminal 
7) Periksa barang sebelum turun 
Tips di atas merupakan tips yang sering dihimbau dan perlu 
diperhatikan agar konsumen pengguna jasa kereta api tidak dirugikan 
dengan hilangnya  barang-barang  konsumen  karena  dicuri/dirampok.  
Pemberian tips tersebut bertujuan agar konsumen tidak dirugikan karena 
kehilangan harta bendanya akibat kriminalitas selama menggunakan 
Kereta Api. 
g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif; 
Hak ini termasuk dalam hak asasi manusia untuk  diperlakukan 
sama. Pelaku  usaha  harus  memberikan  pelayanan  yang sama kepada 
semua konsumennya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, budaya, 





Pelayanan  perkeretaapian  terbagi  dalam  3 (tiga) layanan  
yakni Kereta Ekonomi, Kereta Bisnis, dan eksekutif. Pembedaan  layanan 
perkeretaapian tidak menjadikan penumpang Kereta Ekonomi  
terdiskriminasi. Dalam hal ini, seluruh penumpang kereta api harus 
mendapat pelayanan yang sama 
Fasilitas-fasilitas yang ada dalam Kereta Bisnis maupun 
Eksekutif yang tidak disediakan pada Kereta Ekonomi bukan merupakan 
bentuk  diskriminasi. Pihak  penyelenggara  perkeretaapian  telah 
menyiapkan pilihan bagi konsumen. Penumpang  dapat  memilih  
menggunakan  kereta yang  dilengkapi  dengan  beberapa  fasilitas  atau  
memilih  menggunakan Kereta  Ekonomi.  Oleh  karena  itu  hal  ini  
didasarkan  pada  hubungan kontraktual  antara  konsumen  dengan  
pelaku  usaha.  Perbedaan  tarif merupakan  bagian  dari  perjanjian  
tersebut.  Apabila  konsumen  ingin mendapatkan  fasilitas  yang  tersedia  
pada  Kereta Bisnis maupun Eksekutif  maka konsumen harus membayar 
lebih mahal. 
 
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana mestinya; 
Tujuan  dari  pemberian  kompensasi,  ganti  rugi,  atau  
penggantian adalah  untuk  mengembalikan  keadaan  konsumen  ke  
keadaan  semula, seolah-olah peristiwa yang merugikan konsumen itu 
tidak terjadi. Untuk memperoleh  hak  ini, maka  konsumen  harus  dapat 
membuktikan  bahwa dirinya  adalah  penumpang  kereta  api  yang  sah.  
Pembuktian  tersebut melalui karcis kereta.   
Apabila terjadi keterlambatan atau pembatalan jadwal kedatangan 
kereta api, maka konsumen berhak untuk menukarkan kembali karcisnya 
untuk  memperoleh  uang  pembelian  karcis  atau  menukarkan  karcis 





diakibatkan  oleh  kelalaian ataupun  kesalahan  dari  PT.  KAI  maka 
penumpang  kereta  api  berhak  memperoleh  santunan. 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang 
kereta api. Beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap 
konsumen antara lain  Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) , Pasal  19  ayat  (1) , Pasal 23, 
dan Pasal 62  ayat  (1)  dan ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  
tentang  Perlindungan  Konsumen.  
Meskipun demikian menurut penulis perlindungan yang diberikan 
oleh Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  
Konsumen   lingkupnya masih sangat luas. Karena ditujukan untuk semua 
konsumen secara umum baik pengguna barang maupun pengguna jasa, yang 
salah satunya adalah penumpang pengguna jasa kereta api. 
Perlindungan hukum perhadap penumpang kereta api yang lebih 
mendalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian. Ketentuan – ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang mengatur mengenai aspek  
perlindungan  konsumen  bagi  pengguna  jasa  transportasi  kereta  api,  di 
antaranya terdiri atas : 
a. Pasal 54 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian mengatur  fasilitas di stasiun kereta api sebagai  tempat 
untuk  keperluan  naik  turun  penumpang,  setidaknya  dilengkapi  
dengan fasilitas  keselamatan,  keamanan,  kenyamanan,  naik  turun  
penumpang, penyandang  cacat,  kesehatan  dan  fasilitas  umum  (toilet,  
mushola,  dan restoran)  
Tujuan  penyediaan  fasilitas-fasilitas  ini  oleh  PT. KAI di  
dalam  stasiun  kereta  api  adalah  untuk  menjamin keselamatan,  
kenyamanan  dan  keamanan  penumpang.  Akan  tetapi sampai  saat  ini,  
tidak  semua  stasiun  kereta  api  menyediakan  fasilitas-fasilitas  di  atas.  





b. Pasal  98  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian menyatakan untuk memenuhi persyaratan  teknis  dan 
menjamin kelaikan operasi sarana perkeretaapian, wajib dilakukan 
pengujian dan  pemeriksaan. 
Pengujian sarana perkeretaapian tersebut dilakukan oleh 
Pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau  lembaga  
yang mendapat akreditasi dari Pemerintah. Pemeriksaan sarana  
perkeretaapian wajib dilakukan oleh penyelenggara sarana 
perkeretaapian.  
Pemeriksaan  sarana  perkeretaapian  wajib  dilakukan  oleh 
penyelenggara  sarana  perkeretaapian  terhadap  setiap  jenis  sarana  dan 
sesuai  dengan  jadwal  yang  ditetapkan  berupa  pemeriksaan  teknis  
yang meliputi  kondisi  dan  fungsi  sarana  perkeretaapian.  Jadwal  yang  
ditetapkan  tersebut  yaitu  waktu  yang  ditentukan  untuk  pemeriksaan 
sarana  perkeretaapian  yang  berpedoman  pada  buku  petunjuk  yang 
dilaksanakan secara harian, bulanan, 6 (enam) bulanan, dan 
tahunan.Tujuan  dilakukan  pengujian  dan  pemeriksaan  adalah  untuk 
memastikan  seluruh  saran  perkeretaapian  memiliki  kondisi  yang  baik 
sehingga aman digunakan untuk mengangkut penumpang. 
c. Pasal 125 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian 
yang memuat penanganan kecelakaan perkeretaapian di mana dalam  hal  
terjadi kecelakaan kereta api, pihak penyelenggara prasarana 
perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian  harus 
melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1) Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas. 
Tindakan  ini  dapat  berupa  penghentian  sementara  kereta  api  
yang berada di jalur yang sama sehingga mencegah terjadinya 
kecelakaan lain. 
2) Menangani korban kecelakaan. Saat terjadi kecelakaan,  petugas  di  





ke  tempat  terjadinya  kecelakaan untuk membantu korban 
kecelakaan. 
3) Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api 
lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai 
stasiun tujuan; 
4) Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten/kota. Laporan kecelakaan  ini  akan dijadikan  
bahan  untuk  mengevaluasi penyebab  terjadinya  kecelakaan  
sehingga  mencegah  terjadinya kecelakaan lain. 
5) Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat; 
6) Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan 
penyidikan awal oleh pihak berwenang; dan 
7) Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. 
d. Pasal  133  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian mengatur  penyelenggaraan  pengangkutan  orang dengan 
kereta api di mana penyelenggara sarana perkeretaapian wajib: 
1) Mengutamakan keselamatan dan keamanan orang; 
2) Mengutamakan pelayanan  kepentingan umum; 
3) Menjaga kelangsungan pelayanan pada lintas yang ditetapkan; 
4) Mengumumkan jadwal perjalanan kereta api dan tariff angkutan 
kepada masyarakat;  
5) Pengumuman  jadwal  dan  tarif  angkutan  kepada  masyarakat  dapat 
dilakukan di stasiun atau media cetak atau elektronik 
6) Mematuhi jadwal keberangkatan kereta api. 
e. Pasal 157  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian yang  menyatakan  bahwa  penyelenggara  sarana 
perkeretaapian  bertanggung  jawab  terhadap  pengguna  jasa  yang 
mengalami  kerugian,  luka-luka,  atau meninggal  dunia  yang  
disebabkan oleh  pengoperasian  angkutan  kereta  api. Bentuk  
pertanggung  jawaban adalah  pemberian  ganti  kerugian  dan  biaya  





pengguna  jasa  yang meninggal dunia.  Kerugian  pengguna  jasa  yang  
ditanggung  oleh  penyelenggara sarana  perkeretaapian  berupa  
penggantian  kehilangan  atau  kerusakan barang sebagai akibat 
pengoperasian angkutan kereta api 
f. Pasal  187  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian yang  mengatur  sanksi  pidana  bagi  penyelenggara 
prasarana perkeretaapian yang mengoperasikan prasarana perkeretaapian 
umum  yang  tidak  memenuhi  standar  kelaikan  operasi  prasarana 
perkeretaapian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  yang 
mengakibatkan kecelakaan kereta api dan kerugian bagi harta benda atau 
barang,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun 
6 (enam)  bulan  dan  pidana  denda  paling  banyak Rp500.000.000,00  
(lima ratus juta rupiah). 
 
2. Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Jasa Kereta Api (PT. KAI) Apabila 
Terjadi Kecelakaan Yang Merugikan Konsumen 
Dalam transportasi, masalah risiko (risk)  sering terjadi baik yang 
menyangkut jiwa manusia maupun barang-barang muatan serta alat 
angkutnya (means of transport). Begitu pula dalam transportasi pengangkutan 
kereta api. Apabila penumpang merasa dirugikan maka dapat melakukan 
Mengajukan keluhan dan menyampaikan saran dan Konsumen dapat 
mengajukan gugatan 
Selain menyelesaikan sengketa dengan cara Penyelesaian sengketa di 
luar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute 
Resolution (ADR), konsumen yang merasa dirugikan dapat berinisiatif 
mengajukan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum 
(onrechtmatige daad) terhadap pelaku usaha atas pelanggaran norma-norma 
Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) kepada Pengadilan Negeri. 
Berdasarkan ketentuan di atas salah satu hak penumpang kereta api 
selaku konsumen  PT KAI yang dilindungi oleh Undang-Undang  Nomor  8 





kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya 
yang artinya penumpang kereta api berhak mendapatkan  kompensasi,  ganti  
rugi, dan santunan apabila terjadi kecelakaan. 
Penumpang Kereta Api selaku konsumen PT KAI apabila terjadi 
kecelakaan tentunya akan dimudahkan dalam mengurus asuransi ganti 
kerugian, apabila korban terbukti sebagai penumpang kereta api yang sah / 
Legal. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikan Tiket. Bahkan sekarang hampir 
semua tiket kereta api tertera nama penumpang yang sesuai dengan KTP 
penumpang, jadi apabila karcisnya pun hilang ketika terjadi kecelakaan, maka 
nama penumpang tetap tersimpan dalam database PT KAI yang kelak 
digunakan untuk mengurus asuransinya. 
 
Selain dari UUPK, penulis juga mengkaji perlindungan hukum 
tersebut dari Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Perkeretaapian. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Perkeretaapian 
disebutkan bahwa Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum 
yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang 
maupun barang. 
Pasal 125 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian yang memuat penanganan kecelakaan perkeretaapian di mana 
dalam  hal  terjadi  kecelakaan  kereta  api,  pihak  penyelenggara  prasarana 
perkeretaapian  dan  penyelenggara  sarana  perkeretaapian  harus melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas 
Tindakan  ini  dapat  berupa  penghentian  sementara  kereta  api  









b. Menangani korban kecelakaan 
Saat terjadi kecelakaan,  petugas  di  stasiun  terdekat  akan  
langsung memanggil  bantuan  dan  menuju  ke  tempat  terjadinya  
kecelakaan untuk membantu korban kecelakaan. 
c. Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain 
atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun 
tujuan; 
Saat terjadi  kecelakaan,  penumpang harus segera diselamatkan, 
kemudian barang-barang bagasijuga diusahakan bisa diselamatkan. 
Penumpang dan barang yang berhasil diselamatkan segera dipindahkan ke 
kereta lain/  alat  transportasi lain untuk meneruskan perjalanannya 
d. Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota; 
Laporan kecelakaan  ini  akan dijadikan  bahan  untuk  
mengevaluasi penyebab  terjadinya  kecelakaan  sehingga  mencegah  
terjadinya kecelakaan lain. 
e. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat; 
f. Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan 
penyidikan awal oleh pihak berwenang 
Penyidikan awal yaitu pemeriksaan dan penelitian untuk mencari 
dan mengumpulkan  barang-barang  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti 
adanya tindak  pidana  yang  mengakibatkan  kecelakaan  kereta  api yang 
dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang 
perkeretaapian dengan secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan 
penyidik kepolisian setempat 
 
g. Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan 
Berdasarkan hal diatas salah satu bentuk ganti rugi yang dialami 
penumpang kereta api apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh 
kecelakaan kereta api adalah Mengurus Klaim Asuransi. Ketika  terjadi  





memperoleh  santunan  dari  asuransi  PT. Jasa Raharja. Karena, dengan 
membeli tiket maka penumpang telah membayar premi asuransi. Dan 
terhadap keselamatan jiwanya atas risiko kecelakaan yang mungkin timbul 
selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab PT. Jasa Raharja. PT KAI 
hanya membantu mengurus untuk mempermudah mendapat santunan 
tersebut. Berikut ini Tata cara pelaksanaan pembayaran dana santunan 
(http://www.krl.co.id/prosedur-klaim-asuransi.html) 
a. Dalam hal terjadi kecelakaan, maka melalui PT KAI dan atau langsung 
dari korban/ahli warisnya mengajukan klaim kepada PT Jasa Raharja 
dengan melengkapi data-data sebagai berikut : 
1) Keterangan kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian dan atau dari 
instansi berwenang lainnya.  Untuk PT Kereta Api (Persero), surat 
keterangannya adalah dalam bentuk telegram yang dikeluarkan oleh 
kepala stasiun terdekat dari lokasi terjadinya kecelakaan.  
2) Keterangan kesehatan dari dokter / RS yang merawat.  
3) KTP / Identitas korban / ahli waris korban.  
4) Formulir pengajuan diberikan Jasa Raharja secara cuma-cuma 
b. Bukti lain yang diperlukan: 
1) Dalam  hal  korban  luka-luka  perlu  melampirkan  kuitansi  biaya 
rawatan dan pengobatan yang asli dan sah. 
2) Dalam hal korban meninggal dunia perlu melampirkan surat kartu 
keluarga / surat nikah (bagi yang sudah menikah) 
c. Besarnya santunan yang diterima korban ataupun ahli warisnya 
sebagaimana disebutkan dalam UU No 33 & 34 tahun 1964, dan telah 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI  No 
36/PMK.010/2008 dan 37/PMK.010/2008 tanggal 26 Februari 2008 








Jenis Santunan Angkutan Umum 
Darat/Laut Udara 
Meninggal Dunia Rp 25.000.000,- Rp 50.000.000,- 
Catat Tetap (maksimal) Rp 25.000.000,- Rp 50.000.000,- 
Biaya Rawatan (maksimal) Rp 10.000.000,- Rp 25.000.000,- 
Biaya Penguburan Rp   2.000.000,- Rp   2.000.000,- 
Tabel 1 
Jenis dan Besarnya santunan Kecelakaan Kereta Api 
 
Penulis berpendapat bahwa baik UUPK maupun UU kereta api telah 
memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api yang sah 
apabila terjadi kecelakaan. Namun timbul pertanyaan baru, apakah apabila 
ada penumpang yang tidak bertiket alias penumpang illegal apabila terjadi 
kecelakaan juga berhak mendapatkan perlindungan hukum khususnya 
santunan dan ganti rugi? Penulis akan menganalisanya melalui UUPK dan 
UU Perkeretaapian 
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  
tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK)  menyatakan “Konsumen adalah  
setiap  orang  pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri,  keluarga,  orang lain, maupun  makhluk  
hidup  lain dan tidak  untuk diperdagangkan”. Penjelasan  dari  Pasal  1 angka 
2 UUPK menyebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi  dikenal  istilah 
konsumen  akhir  dan  konsumen  antara. Konsumen  akhir  adalah  pengguna  
atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen  antara  adalah  
konsumen  yang menggunakan  suatu  produk  sebagai  bagian dari  proses  
produksi  suatu  produk  lainnya. Pengertian  konsumen  dalam  Undang-
undang ini adalah konsumen akhir. Merujuk pada ketentuan Pasal ini semua 
penumpang Kereta api adalah penumpang akhir jadi penumpang kereta api 





Selanjutnya dalam pasal 5 huruf b dan c UUPK disebutkan bahwa 
Kewajiban konsumen adalah beritikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang 
disepakati. Dari ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Konsumen wajib 
melakukan transaksi pembayaran. Kata “Wajib: disini tentunya mempunyai 
konsekuensi hukum, apabila tidak dilakukan tentunya tidak akan 
mendapatkan perlindungan hukum, salah satunya adalah tidak memiliki hak-
hak konsumen seperti yang diatur dalam UUPK. Dalam Perkeretaapian, 
transaksi pembayaran dilakukan pada saat penumpang membeli tiket, 
sehingga ketika terjadi pembelian tiket oleh penumpang, otomatis semua hak-
hak penumpang  yang terdapat dalam UUPK berlaku, salah satunya adalah 
ketika terjadi kecelakaan dimana penumpang berhak untuk mendapat ganti 
rugi dan santunan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal diatas jelas bahwa penumpang 
kereta api yang tidak bertiket dalam UUPK tidak dapat dikategorikan sebagai 
Konsumen yang sah, karena melalaikan kewajibanya dalam melakukan 
transaksi pembayaran, dalam hal ini pembelian tiket kereta api.  
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang 
Perkeretaapian disebutkan bahwa Pengguna jasa adalah setiap orang dan/atau 
badan hukum yang menggunakan jasa angkutan kereta api, baik untuk 
angkutan orang maupun barang. Kemudian dalam Pasal 132 disebutkan 
bahwa 
Pasal 132 
(1). Penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengangkut orang yang 
telah memiliki karcis. 
(2). Orang yang telah memiliki karcis berhak memperoleh pelayanan sesuai 
dengan tingkat pelayanan yang dipilih. 
(3). Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda bukti 








Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut jelas bahwa Tiket kereta api 
merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian antara calon penumpang dan PT 
KAI dimana dengan terjadinya perjanjian tersebut maka mengakibatkan hak 
dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sehingga apabila calon penumpang 
tidak memiliki tiket, maka diantara calon penumpang dan PT KAI tidak 
terikat perjanjian apapun, sehingga tidak timbul hak dan kewajiban keduanya. 
Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan santunan dari PT KAI apabila 
terjadi kecelakaan. Bahkan perbuatan penumpang yang tidak memiliki tiket 
tersebut dapat ditindak oleh petugas PT KAI sesuai ketentuan Pasal 136 
Undang-Undang No. 27 tahun 2009 tentang Perkeretaapian. 
 
Pasal 136  
(1). Dalam kegiatan angkutan orang Penyelenggara Sarana Perkeretaapian 
berwenang untuk: 
(2). Memeriksa karcis; 
(3). Menindak pengguna  jasa  yang  tidak mempunyai karcis; 
(4). Menertibkan pengguna jasa kereta api atau masyarakat yang 
mengganggu perjalanan kereta api;dan 
(5). Melaksanakan pengawasan dan  pembinaan terhadap masyarakat yang 
berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perjalanan kereta api. 
 
Melihat dari ketentuan pasal diatas, Undang-Undang No. 27 tahun 
2009 tentang Perkeretaapian juga tidak memberikan perlindungan hukum 
terhadap penumpang yang tidak memiliki tiket, karena fungsi tiket adalah 
sebagai tanda bukti bahwa seseorang mempunyai hak terhadap jasa 
pengangkutan dan juga berfungsi sebagai suatu bukti hukum telah terjadinya 
perjanjian antara yang mempunyai tiket dan orang yang menyediakan jasa 
angkutan. Jadi penumpang yang tidak memiliki tiket dapat dikategorikan 
sebagai penumpang yang tidak sah atau illegal. 
Fungsi dan manfaat dari tiket kereta api dalam mengurus klaim 
asuransi ini adalah ketika PT. KAI membuat surat-surat sebagai  syarat untuk 
mengajukan permohonan dana asuransi bagi korban. Surat-surat tersebut 






a. Telegram dinas  
b. Permohonan santunan dana jasa raharja atas nama korban 
c. Sketsa gambar (Lokasi terjadinya kecelakaan) oleh pasukan polisi khusus 
kereta api (polsuska)  
d. Laporan polisi 
Fungsi tiket akan berguna sebagai Permohonan santunan dana jasa 
raharja atas nama korban. Karena Di dalam tiket tertera nama penumpang 
yang sah, yang nantinya akan dijadikan pedoman untuk pembuatan 
permohonan santunan oleh PT KAI. Jadi meskipun tiket hilang pada saat 
kecelakaan, PT KAI tetap bisa mengurus surat permohonan santunan, karena 
data dan nama penumpang tentunya sudah ada dalam database PT KAI. 
Karena jika syarat yang diajukan tidak lengkap tentunya akan dipersulit 
dalam mengurus asuransi kecelakaan seperti yang diatur dalam ketentuan 
Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 
Penumpang 
Pasal 17 ayat (3) 
Direksi perusahaan berhak untuk menolak pembayaran ganti kerugian 
pertanggungan, selama mereka yang mengadakan c.q. mengaku berhak atas 
pembayaran ganti kerugian pertanggungan itu, menurut pendapatnya belum 
cukup membuktikan dirinya sebagai yang berhak. Penundaan pembayaran 
ganti kerugian pertanggungan yang disebabkan oleh karena hal demikian ini, 
tidak memberikan hak kepada yang berhak untuk memperoleh penggantian 
biaya-biaya, kerugian-kerugian atau bunga-bunga apapun, sekalipun dalam 
hal gugatan ke muka hakim. 
 
Dari ketentuan pasal diatas perusahaan asuransi dalam hal ini PT 
Jasa Raharja bisa menolak permohonan dari korban, apabila korban tidak bisa 
membuktikan bahwa dirinya adalah seseorang yang berhak untuk 
memperoleh santunan kecelakaan. Cara membuktikannya tentu saja dengan 
bukti tiket yang dimiliki oleh korban yang terdapat nama korban yang sesuai 
dengan identitas KTP. Dalam hal ini maka dibutuhkan kerjasama antara 






Dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang 
Perkeretaaapian maupun Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen tidak memberikan perlindungan hukum kepada 
penumpang yang tidak sah atau illegal, dalam hal ini penumpang yang tidak 
memiliki tiket. Sehingga apabila terjadi kecelakaan, maka tidak akan 
mendapat santunan dan ganti rugi. 
Meskipun secara hukum penumpang yang tidak bertiket tidak berhak 
untuk mendapat ganti rugi dan santunan apabila terjadi kecelakaan kereta api, 
Fakta yang terjadi di lapangan bahwa dalam beberapa kasus kecelakaan, 
ternyata penumpang tidak bertiket yang mengalami kecelakaan kereta api 
tetap mendapat ganti rugi dan santunan dari PT Jasa Raharja. Seperti kasus 
kecelakaan kereta api yang terjadi di Petarukan, Pemalang. Dalam kasus 
tersebut Semua penumpang yang menjadi korban kecelakaan kereta api di 
Petarukan, Pemalang mendapat santunan, baik yang memiliki karcis maupun 
tidak. (http://m.suaramerdeka.com). 
Jadi secara hukum dan undang-undang, penumpang tidak bertiket 
tidak berhak mendapat ganti rugi maupun santunan apabila terjadi kecelakaan 
kereta api. Apabila penumpang tidak bertiket ternyata mendapat santunan dari 
PT Jasa Raharja, hal ini dilakukan oleh PT Jasa Raharja atas dasar kepedulian 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan 
Konsumen Terhadap Penumpang Jasa Angkutan Umum Kereta Api Ditinjau Dari 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen  maka 
penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai   berikut : 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen 
telah memberikan perlindungan hukum terhadap penumpang kereta api. 
Beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen 
antara lain  Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) , Pasal  19  ayat  (1) , Pasal 23, dan Pasal 
62  ayat  (1)  dan ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  
Perlindungan  Konsumen. 
2. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa kereta api (PT KAI) apabila terjadi 
kecelakaan antara lain Mengambil tindakan untuk kelancaran dan 
keselamatan lalu lintas, Menangani korban kecelakaan, Memindahkan 
penumpang, bagasi, dan barang antaran ke kereta api lain atau moda 
transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan; 
Melaporkan kecelakaan kepada Menteri, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota; Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan 
masyarakat, serta Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan 
 
B. SARAN 
1. Pihak  pengangkut  harus  menjaga  keselamatan  dari  penumpang  dan  






2. Kepada  para  konsumen,  terutama  kepada konsumen pengguna  jasa  
transportasi agar lebih  selektif  dalam  memilih  atau menggunakan  jasa  
transportasi  yang ditawarkan agar  tidak mengalami berbagai macam bentuk 
kerugian  yang ditimbulkan akibat  pelaku  usaha  transportasi  tidak 
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